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epada kami untuk dapat melakukan penelitian ini dan semoga hasil plenelitian!

]
: dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya, perusahaan kecil menengah

s
Secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-shesarnya juga kamil

: sampaikan kepada :

Ketna Lembaga Penelitian Universitas Airlangga heserta seluruh staf.
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|BAB I
PENDAHULUAN

1{1 Latar Belakang Masalah;|

|Persetujuan putaran Uruguay dalam GATT ( General Ayreement on Tariff
|and Trade) dan terbentukunya WTO ( World Trade Organization) di Maroko
ltaJhun 1994 dimaksudkan untuk diberlakukanya liberalisasi perdagangan dunia
ydqug bukan hanya bebas ( free trade) tclapi juga adil ( Luir trade) Namun|

|
| persetujuan  GATT/WTO tersebul tidak langsung  diterapkan  sepenuhnya

1
L]

leainkan ada tenggang waktu dan belum menciakup semua komoditi, Negara-|
inggara sedang berkembang seperti Indonesin masili punya waktu untuk
m#zmpersiapkan diri hingga tahun 20220

iTujuan akhir yang hendak dicapai melalui persetujuan GATT/ WTO

adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dnnia, yang diharapkan|
:dapat dicapai melalui peningkatan volume perdagangan dunia, Perubahan-
bahan yang akan terjadi dalam system perdagangan dunia yang ada akan|
:menciptakan tantangan baru, yang kalau tidak bisa dihadapi dengan baik oleh
sugitu industri akan menjadi masalah baru bagi industri tersebut|
{Dampak dari perubakan struktur serta pola persaingan (.Jipasar global
%texP]adap keberadaan dan perkembangan Usaha kecil menengah  akan berbeda
iantara unit usaha dengan kondisi-kondisi dasar yang berbeda dan antara sektor
i atdu subsektor yang berbeda. Dapat dipastikan bahwa akan banyak usaha kecil

: mgnengah didalam Negeri yang akan kalah bersaing dengan produk-produk dari

f 11141‘.
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[Jumlah unit UKM sangat besar dan tersebar discluruh Indonesia,
i
|

terjitama pada daerah-dacrah basis industri seperti Surabaya, Sidoarjo., malang|

l
UKHM banyak menycrap tenaga kerja tanpa mceundapatkan banyak fasilitas

nerintah. Hal ini dikarenakan karakteristik UKM .yang mana biasanya|
rupakan usaha padat karya, yaitu menyerap banyak tenaga kerja dengan
1ologi madya.|

|Namun hingga saat ini platform kebijakan ekonomi diorientasikan pada
umbuhan ekonomi yang telah menempatkan perusahaan besar scbagai|
si utama dalam pembangunan, schingga sampai saat ini masih terjadi

inggiran peran UKM atau dengan kata lain kurang diperhitungkan . Hal ini|

tidak terlepas dari kinerja UKM sendiri yaitu banyaknya UKM yang tidak

mampu membayar mengembalikan dana-dana pinjamannya manakala diberi|

fasilitas pemerintah, Disamping itu daya saing produk yang dihasilkan juga

serigg tidak memenuhi kualifikasi baik nasional maupun internasional baik dari -

1spek legalitas produk maupun aspek kualitas produknya

{Aspek legalitas kurang mendukung industri unggulan, schingga pada saat

yroduk tersebut diekspor menemui hambatan legalitas, tidak adanya

yerli

1sah

hdungan hukum dalam praktek perdagangan seperti : lidak berbadan

r, tidak niemiliki ijin industri, ijin lokasi, adunya penjiplakan merk,

renjiplakan design, pemalsuan label, serta pemalsuan perijinan lain yang mana

al ilﬁi tentunya akan membawa banyak permasalahan Dbaik bagi pelaku bisnis

endiri maupun bagi pemerintah.

1em

‘Menghadapi pasar global, tindakan yang mausuk dalam kategori illegal

bahayakan baik bagi UKM maupun pemerintah,  terutama  akan|
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imenghambat ekspor  yakni dianggap melanggar peraturan  kesepakatan
perdagangan internasional scp‘crti W10 (World Trade ()rg(anization), AFTA|
i (Asean I'ree Trade Area ), dan banyak kesepakatan lainya , seperti kita ketahui
baLhwa CEPT (Common Effective Preferential Tariff) dari negara Ascan telah|

| dimulai, yang mana kesepakatan ini akan mereduksi bea masuk antar negara

njadi tinggal sekitar 0-5 % dari pungutan bea masvk ( tariff scbelumnyal|
| dglam jangka lima tahun ). Tantangan yang akan dihadapi adalah terbukanya
bdtas wilayah dan batas persaingan schingga kegiatan ckonomi bergantung|
| pada persaingan global yang bebas terbuka dimana hanya pelaku bisnis yang
kdat dan tangguh yang akan menang dan tetap cksis. Indonesia dengan luas|
| wilayah dan jumlah penduduk yang besar merupakan lahan menarik bagi pelaku
bignis . Untuk itu UKM harus dipersiapkan "dalam persaingan tersebut agar|
i tidak terjadi stagnasi karena akan terjadi dominasi pelaku bisnis asing yang
 mgmang lebih mampu bersaing diwilayah Indonesia.

iPemerintab sudah menyiapkan berbagai peraturan —peraturan dan
i kebijakan dengan harapan menyiapkan UKM dari sisi legalitas. Pada sisi lain
i Peraturan —peraturan itu justru merusak tatanan iklim usaha kecil, hal ini
| mengakibatkan UKM mengalami kesulitan memahami produk-produk hukum
iyang telah dibt;at seperti kesulitan untuk mengurus perijinan us:.lhu, kesulitan
1dalam memilib lokasi usaha yang cocok dengan b.idang usahanya yang harus
;sespai dengan peraturan perijinan, kesulitan memahami  peraturan  dan
ZkeQijakan perbankan, schingga UKM merasa dipcrsulit. dalam mendapatkan
kredit, kesulitan dalam mcmahami peraturan tentang bhentuk badan usaha serta

kesplitan —kesulitan mengurus ckspor.

|.l
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|Kebijakan pemerintah dalam perckonomian dan perdagangan merupakan

produk bukum yang bermuatan politis, artinya bahwa kchiiakan tersebut}

bentuk dari berbagai permasalahan tentang perckonomian dan perdagangan
sa lalu, dalam rangka membentuk jaringan bisnis nasional yang kuat,|
ndiri dan solid.

|Pada umumnya bentuk dari suatu tatanan hukum untuk suatu bidang

uat dengan menggunakan gradasi tertentu  yang disesuaikan dengan tingkat|

| penggunaan produk yang bersangkutan. Secperti peraturan tentang  kredit

pel
| bet

bankan bagi UKM dengan peungusaha besar mempunyai tingkalan yang|

beda . Seringkali kebijakan yang diperuntukkan UKM justru merusak tatanan

iklim industri kecil yang sudah mapan. Akibatuaya banyak yvang tidak sinkron satuj

| det

i akl

1]

igan yang lain yang pada akhirnya mcenimbulkan kerancuan  yang pada
jirnya menjadi kendala pagi perkembangan UKM

‘Perlu dibuat kebijakan dan peraturan kerjasiaina yang, sinergis antar stake

holders dan pelaku bisnis  schingga dupat meningkatkan daya saing UKM

ter:tama dalam sist legalitas menghadapi pasar global .

. 1.2, . PERUMUSAN MASALAH :

Dalam pasar global, persaingan semakin ketal, kurangnya daya saing|

 UKM dari sisi legalitas akan membahayakan peluku bisnis dan juga pemerintah

..mgka perlu dibuat peraturan yang memperkuat UKM dan mudah untuk

. dip

‘me

ini

phami mercka , mudah dalam kepengurusan intinya tidak semakin
nyulitkan UKM.
i Mclihat fenomena terscbut maka perumusan masalah dalam penelitian
’ 5
hdalahi

‘4
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. Melihat fenomena tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian

ini adalah 7

1. Bagaimana peraturan- peraturan iyang ada pada PKM meliputi
peraturan peraturan apa saja yang seharusnya ada sehingga
harus dijalankan UKM .

2, Apa kendala-kendala yang dihadapi UKM dalam melaksanakan
peraturan tersebut

Adapun pendekatan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan

—t o

ni adalah pendekatan eksploratif kualitatif , yaitu peneliti melakukan debt

ifterview dengan UKM dan dinas-dinas terkait .
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\BAB 1I
TINJAUAN PUSTAKA|

.1. Pengertian UKM]|

|Pemberdayaan usaha kecil bertujuan mewujudkan struktur perckonomian

\Ing seimbang oleh karenanya pemberdayaan usaha kecil perlu dilakukan

ngan harapan dari pemberdayaan tersebut dapat memperluas lapangan kerja,

| meningkatkan pelayanan ekonomi pada masyarakat, mempercepat proses -

|pemerataan, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong

ju
| t2

ke

ipL,rtumbuhau ekonomi. ( Penjelasan Umum UU no 9/1996 tentang usaha kecil )

|Pemberdayaan usaha kecil dilakukan dengan jalan : menumbuhkan iklim

saha yang mendukung bagi pengembangan usaha kecil, pembinaan dan
pengembanﬁan usaha kecil serta kemitraan usaha ( penjelasan umum UU no 9|

hun 1996 ).

{Berbagai pengertian definisi usaha kecil dan menengah yang pada sctiap

ebijakan sering mengacaukan dalam penanganan UKM dan pelaku bisnis.|

| Gejala ini ditunjukkan pada pemberian pengertian usaha kecil yang berbeda

| m

antar instansi sebagai cointoh pada pasal 1 UU no 9 / tahun 1996 yang|
enyebutkan bahwa yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ckonomi rakyat -

ydng berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagai berikut ¢

;1. Memiliki kekayaan bersih Rp 200 000 ,-
2. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimum Rp 1 000 000,-|
.3. Milik warga negara Indonesia
|6
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|4. Berdiri sendiri.

{5. Bentuk usaha perorangan.

Sedangkan berdasar BPS , perusahaan industri dibagi daliun 4 kategori|

jt. industri rumah tangga yaitu kegiatan usaha industii yang memiliki
tenaga kerja 1-4 orang,

2, Industri kecil yaitu suatu kegiatan industri yang memiliki tenaga
kerja 5 —io orang!

3. Industri menengah yaitu kegiatan indistri yang memiliki tenaga
kerja 20-99 orang;

4. Industri besar yaitu suatu kegiatan industri yang, memiliki tenaga

kerja 100 orang keatas..

| Bepdasar Departeman perindustrian dan perdagangan definisi industri kecil

| dikategorikan dalam 2 kategori yang ditinjau dari jumlah investasi

| me
i be
i be)

dal

i1. Industri kecil adalah kegiatan industri yang memiliki nilai investasi
sampai dengan Rp 200 juta tanpa termasuk tanab dan bangunan
tempat usaha

i2. Industri kecil menengah adalah usaba dengan nilai  investasi

perusabaan sampai dengan Rp t milyar tidak termasuk tanah dan
% bangiman usaha.

{Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan Supratikno
ngenai analisa dampak pada pembinaan industri kecil , mellibat kurang
‘kembangnya industri kecil disebabkan oleh rendahnya tingkat koordinasi dari
'ba*gai program pembinaan , demikian halaya tidak adanya desentratlisasi

‘ x
am pembinaan juga merup‘akan salah satu kendala berkembangnya UKM |

|7
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melitian ini lebib menyoroti persoalan simpul koordinasi sebagai penyebab
rang berkembangnya UKM yang pada dasaraya sangat besar ko.mmw‘kinuu itul

jadi.

|Disamping itu Felix Jebarus dalam tulisannya memberdayakan sektor

usflha kecil, yang mendasarkan pada temuan LM FEUL tahun 1987 menyatakan)|
hwa 1)masalah utama pada persiapun dan pengenalan usaha pada masa

siapan terdapat dua permasalahan  yang menonjol yaitu permodalan dan|

: ke

ny

. petl
bar

- Pai

udahan usaha, pada tahap sclanjutnya scktor usaha kecil menghadapi
alah menyangkut pemasaran, dan pada tabap sclanjutnya terjadi masalah|
modalan dan pengadaan baban baku. 2) Tingkat ketergantungan terhadap
ituan pemerintah berupa permodalan pemasaran dan pengadaan barang 3)|
i dangan pengusaha kecil terhadap perbankan yang dianggap terlalu rumit.

iBaik temuan Hendrawan maupun LPEM Ul , nampaknya melihat banyak

faktor ekonomi maupun institusi pembinaan dari UKM menjadi penyebab

kurgng berkembangnya UKM, sedang hasil penclitian kerjasama lemlit unair

de

an dinas perindustrian Jawa Timur tahun 2000, kclemahan UKM yaitu

padp aspek legalitas produk dan usahanya., aspek legalitas pada UKM  hampir

senfuanya diabaikan bahkan tidak mendukung untuk kegiatan ekonomi

gloli al,sehingga UKM tidak siap menghadapi persaingan bebas,

iMasalah legalitas formal bagi UKM tidak terlepas dari birokrasi

penjerintah pada umumnya birokrasi tidak sepenuhnya membantu pengusaha

terutama UKM. Hampir semua aspek legalitas yang melipuiti perijinan usaha

tidak bisa dilaksanakan olch birokrat dengan baik atau memang peraturan
|

1

pelaksanaannya tidak jelas. Ketidakjelasan ini terjadi diberbagai instansi teknis|

s
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perti Disperindag, Kantor Layanan Pajak , Dinas kesehatan, dan BPOM,,

Pemkot atau Pemkab; beacukai dan MUI , legalitas formil yang di[icrlukan suatul|

aha tergantung pada jenis dan macam usahanya yang kemudian digolongkan

mfenjadi beberapa golongan yang antar instansi tekunis sendiri seperti dalam|

sperindag sendiri dibagi perdagangan dan perindustrian. Yang keduanya

m

mbagi sendiri-sendiri, perdagangan membagi menurut jenis usabanya sedang|

| perindustrian membagi menurut jenis industrinya menurat legalitas formil

persyaratan harus dipenuhi oleh UKM . Untuk legalitas usahanya antara lain

| SIUP, NPWP, SP ( serifikat penyuluhan ), Surat halalisasi dari MUI, ijin HO, ijin

m

erk dan paten, surat perjalanan pengiriman.|

|21  Perkembangan Usaha Kecil di Indonesia

iSelama periode 1997-2002 Jumlah unit usaha dari scmua skala

'gmerngalami peningkatan sebesar 430.404 unit dari 39 767 207 unit pada tahun

1 1997 menjadi 40 197 611 tahun pada 2002. Secara parsial , kelompok unit usaha

iyanjg paling banyak adalah UKM, yang pada tahun 1997 jumlahnya scbesar 39

i 704 661 unit , dan pada tahun 2002 mencapai 40 137 773 unit. Scktor Industri

! perigolahan dan sektor perdagangan versi data dari Deppecrindag menunjukkan

i balilwa secara umum jumlah unit Industri kecil mengalami peningkatan dari 8,3

. jutd ke hampir 9,7 juta unit.

iDalam periode 5 tahun jumlah tenaga kerja di UKM meningkat dan

hamper 57,5 juta orang pada tahun 1997 menjadi 65,3 juta orung pada tahun

2002 atau tumbuh rata-rata 3,22 % pertahun, Persentase pertumbuban ini jauh

q|

LAPORAN PENELITIAN Perusahaan Kecil Menengah ... Achmad Rizki Sridadi, dkk




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

{lepih tinggi daripada laju pertumbuhan tenaga kertja rata-rala pertabun  di

Usaha besar )\'ailu dibawah 1,00 %]

|Data dari Menegkop & UKN menunjukkan bahwa UKM masih lemah

dalam ekspor dibandingkan Usaha besar hal ini ditunjukkan oleh nilai ekspor|

| tofal dari UKM pada tahun 2000 dan 2002 , yaitu mencapai Rp 18 trilyun dan

- Rp2g trilyun. |

| Nilai ini tidak sampai setengahnya dari hasil ekspor dari UKM yang pada

periode yaﬂg diperirkirakan mencapai masing-masing Rp 55 Irilyun dan RP 757|

un. Dibandingka dengan nilai ekspor total sangat kecil dengan kata lain

kinerja ekspor UKM masih sangat lemah|

1 2.

3. Pasar Global

|Telah diketahui Association of South East Asia Nations / ASEAN telah

| teybentuk tahun 1967 dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok , dimana saat

jity ASEAN masih beranggotakan 5 negara. Yang sckarang ini telah menjadi 10

| negara yaitu Indonesia, Singapuira, Thailand, Malaysia. Philiphines, Laos, Brunei

} DaJmssalam, Myanmat, Vietnam dan Kamboja .

iDalam rangka meningkatkan kerjasama dibidang perdugangan dan

{investasi, pada ‘tanggal 27-28 Januari 1992 di Singaputa telah ditanda tangani

i Kebepakatan diantara negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk wilayah

| perdagangan bebas ASEAN ( ASEAN Free Trade Area JAFTA melalui program

iselelumnya. Yaitu ASEAN Preferential Trading Arrung}mwnl ( ASEAN PTA)

anfara 25-50 % lct"gadup jumliah 1 575 produk. Namun ASFAN -FTA dianggup

1 {

kufang efektif, karena lernyata nilai perdagangan dari produk-produk yuux‘i

1

j10
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‘.dicaku‘p masih sangat rendah. CEPT divencanakan untuk jangka waktu 15 tahun (

ITujuan dari skema CEPT for AIFTA adalah votuk meningkatkan kegiatan

perdagangan dan investasi di wilayah ASFAN sceara lebili tepat dan adil melalui)

| pemberian preferensi tariff kepada produk-produk yang sama yang merupakan

hasil produksi negara-negara anggota ASFAN, schingga tingkat tarifuya akan|

| satna dipasar ASEAN dengan sasaran penucunan tariff menjadi - 0-5 %.

Persetujuan putaran Uruguay dalam GA'TT ( General Agreement on Tariff |

|aind Trade) dan terbentuknya WTO ( World Trade Orqanization) di Maroko

tallun 1994 dimaksudkan untuk diberlakukanya liberalisasi perdagangan dunia|

|ya

g bukan hanya bebas ( firee trade) tetapi juga adil ( Fuir trade) Namun

persetyjuan GATT/WTO tersebut tidak langsung ditezapkan sepenuhnyal

| meainkan ada tenggang waktu dan belum mencakup semua komoditi. Negara-

| ne

ara sedang berkembang seperti Indonesia masih punya waktu untuk

| mempersiapkan diri hingga tahun 2020

|Global Syastem of trade Preferences { GSTP) adalah suatu persetujuan

| kerjasama dalam rangka pertukaran konmsesi di bidang perdagangan, diantara

| sesama negara berkembang kelompok 77

ITujuan dari persetujuan GSTP adalah untuk meningkatkay lalulintas dan

|arus perdagangan diantara sesama negara berkembang  dengan  saling

! memberikan perlakuan khusus yang saling menguntungkan.

|Gagasan pembentukan persetujuan GSTP pada awinlnya dicetuskan dalam

| korfferensi mengenai kerjasama Ekonomi antar negara berkembang (Economic
!

Cogperation Among Developing Countries) pada bulan September 1976 dil

|
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eksiko. Sebagai tindak lanjut dari konperensi di Meksiko tercbut Sekretariat

UNCTAD melakukan pengkajian dan pertemuan ke 4 para menteri kclom]iok 77!

Arusha yang keputusanya antara lain adalah merekomendasikan mengenai -

perlunya ditetapkan perdetujuan GSTP scbagai tujuan jaugka panjang.|

[ 4

iSetelah melalui proses perundingan / negosiasi dalam kurun waktu yang

p lama maka dalam dalam pertemuan tingkat menteri kelompok 77|

| megngenai persetujuan GSTP pada tanggal 19-23 miei 1986 di Brazilia telah

dicapai kesepakatan tentang deklarasi peluncuran hasil negosiasi persetujuan)
| GSTP

|Tujuan akhir yang hendak dicapai melalui persetujuan —persetujuan

pembentukan kelompok kerjasama perdagangan adalah untuk meningkatkan|

|tavaf hidup masyarakat dunia, yang diharapkan dapat dicapai melalui

ipe

pingkatan volume perdagangan dunia. Perubahan-perubahan yang akan

|terjadi  dalam system perdagangan  dunia yang ada akan menciptakan

| tarftangan baru, yang kalau tidak bisa dibadapi dengan baik oleh suatu industri

{ akdn menjadi masalah baru bagi industri terschut

iDampak dari perubahan struktur serta pola persaingnn dipasar global

 terhadap keberadaan dan perkembangan Usaha kecil menengah akan berbeda

antara unit usaha dengan kondisi-koudisi dasar vang berbeda dan antara sektor

atap subscktor yang berbeda. Dapat dipastikan bahwa wkan banyak usaha kecil

mepengah didalam Negeri yang akan kalah bersaing dengan produk-produk dari

luar.

112
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| 2{3. Peraturaan-Peraturan Perijinan di UKM

'Masalah 1‘ega.litas formal bagi UKM tidak terlepas dari birokrasi

pemerintah pada umumnya birokrasi tidak sepenuhnya membantu pengusaha|

| terutama UKM. Hampir semua aspek legalitas yang melipuiti perijinan usaha

|p

8

tidak bisa dilaksanakan oleh birokrat dengan baik atau memang peraturan|

elaksanaannya tidak jelas. Ketidakjelasan ini terjadi diberbagai instansi tcknjs

perti Disperindag, Kantor Layanan Pajak , Dinas keschatan, dan BPOM,.[

| Pemkot atau Pemkab, beacukai dan MUI , legalitas formil yang diperlukan suatu

ugaha tergantung pada jenis dan macam usahanya yang kemudian digolongkan|

| menjadi bebempa' golongan yang antar instansi teknis sendiri seperti dalam

Disperindag sendiri dibagi perdagangan dan perindustrian. Yang keduanya|

| mpmbagi sendiri-sendiri, perdagangan membagi imenurut jenis usahanya sedang

ip

ju

id

grindustrian membagi menurut jenis industrinya
{Legalitas formil persyaratan harus dipenuhi oleh UKM | Untuk legalitas
sahanya antara lain : SIUP, NPWP, SP (serifikat penyuluban ), Surat halalisasi

afri MU, ijin HO, ijin merk dan paten, surat perjalanan pengirimaan,

‘13
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN]|
1. Tujuan Penelitian
ujuan dari penelitian adalah untuk mengetabui
i1. Mengetahui Profil UKM diKotamadya Surabaya.
|2. Identifikasi peraturan —peraturan perijinan  perdagangan global , yang
|berkaitan dengan UKM
|3. Identifikasi | faktor-faktor yang menjadi  kendala  UKM dalam
melaksanakan peraturan -perinturzm pcrijlinan terscbut.|

|

2. Manfaat Penelitian

[Penelitian ini termasuk kategori penclitian “pemecahan  masalah

pembangunan “yaitu mencoba menguraikan kebijakan Jdan peraturan yang ada

|unFuk UKM, serta kendala-kendala yang dihadapi UKM dalam melaksanakan

peraturan tersebut adapun hasil penelitian ini diharapkan :|

1. Menjadi masukan bagi Pemerintah Kotamadya Surabaya yaitu schagai
bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan|
|pengembangan UKM

2. Lembaga akademis dan penelitian , sebagai bahan informasi iwilmuan dan .
|bahan penelitian lebih Ianjut terutama yang berkaitan dengan

|pemberdayaan UKM.

| 14
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~ IBAB IV
| METODE PENELITIAN .

i 4.1.Desain Penelitian

|Penelitian merupakan sarana untuk memabhann suatu permasalaban
| sedara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif
yang maoa merupakan suatu metode dalam mencliti status kelompok manusia’
|, suptu obyek, suatu set situasi, suatu system pemikivan ataupun suatu kelas
pemelitiat‘l pada masa sckarang (Nazir,1088). Tujuan dari penelitinn deskriptif i,
gadﬁllah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sceeara sistematik,
faltual dan akurat mengenai fakta-fakta |, sifut-sifut serta hubungan antar)
| femomena yang diselidiki.

iDalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah dengan pendekatan
sugvey. Tipe pendekatan ini ditujukan pada sejumlah individu atau kelompok,)
| unit yang ditelaahnya, apakah individu ataukalt kelompok, jumlahnya relaif
bedar sehingga fokus perhatiannaya hanya ditujukan kebeberapa variable saja (|
| Faisal Sanapiab,1999) Dengan swivey, peneliti hendak  mengganbarkan
kanakteristik tertentu dari suatu populasi ,oleh karena itu individu atau kelompok|

i yayg diteliti haruslah bisa mewakili populasi )

: 4.2| Lokasi Penelitian
‘Penelitian ini dilakukan di Sentra-sentra Industri kecil di Wilayah

: Kotamadya Surabaya khususnya sentra Usaha Kecil tekstil dan pakaian jadi

|15
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| 4.B. Teknik pengambilan sample

|Metode pengambilan sample yang digunakan dengan staratified random

sampling , untuk menggambarkan sccara tepat mengenai sifut-sifat populasi)

\ya

|d
di
| sa
my

| sa

bii

ng heterogen. Maka populasi yang bersangkutan dibagi dalam lapisan-lapisan

ajnnstrata yang seragam dapat diambil sample sccara acak ( Singarimbun, M|

n Efendy S ,1988) Stratified random sampling ini dimana scmua populasi
bagi dalam sub sub kelompok kemudian dari anggota-anggota tersebut diambil|
mple yang dipilih secara random sehingga semua orang dalam populasi
endapatkan kesempatan dan kebebasan yang sama untuk dapat terpilih sebagail
mple

jAdapun populasi penelitian disini adalah UKM yang sedang menjadi

paan dari Pemerintah Kotamadya Surabaya yaitu Disperindag , khususnyn|

i UKM sentra industri pakaian jadi di Kotimadya Surabaya

‘tad

'UKM di Kotamadya Surabaya ada yang merupakan perusihaan  mandiri

A yang berupa kelompok-kelompok yang biasa disebut dengan sentra industri

i Dalam penelitian terfokus pada sentra industri pakaian jadi, yang mana terdapat

' 161

7 unit usaha, yang tergaabung dalam 10 sentra.

Dalam  penelitian  ini diambil 34 responden ( setiap orang

i digsumsikanmewakili 5 unit usaha) dengan stratifikasi sebagai beriRut :

llé
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TABEL 1 JUMLAH UNIT USAHA DAN JUMLAH RESPONDEN

SENTRA  [Jumlah” T [Jumiah ]
.. {uoitusaha_ | respouden

Manukan Kulon 10 3

Ploso Clzo T T T 4T

Pacar Kembang 3 3 T

Pacar Keling 18 4

Penjaringan Sari 6 1

Kedung Baruk 10 2 T

Wounorejo 27 5

Tembok Dukuh 21 5

Dr Soetomo 11 2

Jajar Tunggal 25 5

Total 1167 I RV

<Jenis dan teknik pengambilan Data
| Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data
under. Data primer adalah data yang langsung dan segera dipcrolch dari

nber data oleh peneliti, pengumpulan data primer dilakukan dengan cara

|wawancara secara mendalam dengan pelaku bisnis UKM serta dinas terkait

dik

l,denlgan perijinan , Adapun data sekunder merupakan data yang terlebih dahulu

umpulkan dan dilaporkan olceh orang diluar pencliti. Dalam penelitinn ini data!

seklinder diperoleh dari laporan hasil penclitian terdahulu, kepustukaan dan darl

|17
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| ipstansi terkait . Studi kepustakaan dilakukan untuk menentukan pendekatan
teoritik termasuk pehgumpu!an data sckunder yang sesuai dengan permasalahan|
| penelitian baik yang berupa tulisan-tulisan yang dimuat dalamm buku teks
maupun studi kepustakaan ini dilakukan mulai dari penyusunan proposal|

| sampai pada penulisan laporan.

4{5.Analisa Data|

|Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk
yang lebih mudah diintrepretasikan ( Singarimbun,M,1988 ). Data yang telah|
| tgrkumpul kemudian dianalisis dengan cara kualitatif yang dipaparkan sccara

naratif. Penyajian data dalam bentuk kualitatif|

lls
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IBAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN)|

4 Usabha kecil Menengah di Indonesia

|Selama ini perkembangan UKM di Indonesia meundapat perhatian serius

| baik dari pemerintah maupun kalangan masyrakat luas, terutama karena UKM

| menyumbang sangat banyak kesempatan kerja  dan secara potensial sangat

|b

grperan sebagai salah satu sumber pendapatim atau pertumbuban produk

Domestik Bruto ( PDB) dan ckspor non migas, khususnya ckspor baran lg-barauﬁl

| manufaktur. UKM yang terdapat disemua sektor ekonomi merupakan usaha yang

%nyak memberikan lapangan usaha tanpa harus mempunyai jenjung pendidikan)
waupun keahlian khusus. Karena pentinguya peran ini , maka secara metodologi

perkembangan UKM di Indonesia seperti juga dincgara-negara lain selalu|

diykur dengan tiga indikcator, yaitu jumlah tenaga kevja yang terlibat, nilai

output/ nilai tambah dan nilai ckspor dari kelompok usaha tersebut, baik secaraj

: absolute maupun relative terhadap Usaha besar.

Perkembangan UKM di Indonesia pada tahun-tahun  terakhir akan|

i digraikan dengan penckanan ketiga indiktor tersebut berdasarkan data sckunder

dapi tiga sumber lembaga pemerintah yaitu  Kantor Menteri Negara Urusany|

: Kgperasi dan Usaha kecil menngah ( Menegkop & UKM ), Menteri Perindustrian

idap Perdagangan ( Depperindag ) dan Badan Pusat Statistik ( BPS) Data

: M¢negkop & UKM diambil dari laporanunya yang tidak dipublikasikan berjudul

| Stqtistik Pengusaha Kecil menengalt  yang mencakup UKM disemua sector

:.eanomi. Data Deperindag diambil dari Rencana Induk Pengembangan Industri

‘I‘)
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il menngah 2002-2004. Sesuai ruang kerja lingkupnya, data Deperindag
mencakup UKM hanya~di dua sektor yaitu Industri kecil dan Industri keru{inaul
nah tangga dan perdagangan , Sedangkan data BPS diambil dari publikasinya

fil Usaha kecil menengah Tidak Berbadan Hukum disemua Scktor Ikkonomi)

|[Menegkop & UKM mendefinisikan usaha kecil menngah sebagai suatu

in usaha milik warganegara Indonesia baik perorangan maupun berbadan|

im yang memiliki kekayaan bersih  tidak termasuk tanah dan bangunan
nyak-banyaknya Rp 200 juta dan atau mempunyai omzet/ nilai output|

nyak Rp 1 milyar dan usaha terscbut berdiri sendiri. Badan usaha yang

1€

iliki kekayaan bersih Icbih besar dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 10|

Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat ussha didefinisikan scbagai

Usaha menengah . dan badan usaha dengan nilai assel dan omzet diatas itu|

1dal

cecil

h usaha besar.
iBPS mendefinisikan skala usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja . Usaha

adalah perusabaan / usaha industdi  ( baik yang berbadan hukum atau

idal{) yang mempunyai pckerja  antara 1-4 orang. Scdangkan Industri

nen¢ngah / sedang adalah perusahaan Industri yang mempunyai pekerja 20-

)9 orang dan perusabaan industri dengan jumlah pekerja lebih dari 99 orang

likategorikan sebagai industri besar :

iDepperindag  bersama BPS  dan  instansi  terkait  lainya  sedang

nengupayakan konsensus bersama tentang criteria industri keeil mengah |, yang

ntuk sementara definisinya adalah kegiatan ckonomi yzing dilakukan oleh

erseprangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk

l

1iemproduksi barang ataupun jasa untuk dipcmiag‘aknn secara komersial. Yaug(I

|20

LAPORAN PENELITIAN Perusahaan Kecil Menengah ... Achmad Rizki Sridadi, dkk




m
| us
e

' (M

bi

| pe]
me
| dit
do

Lim

I~
'~

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

quer?punyai nuilai penjualan pertahun lebih besar dari Rp 1 milyar namun
. i

ky

Lra'ng dari 50 Milyar.|

| Selama per?iode 1997- 2001 jumlah unit usaba dari semua skala
engalami peningkatan sebesar 430, 404 unit Sccara parsial kelompok unit|
ha yang paling banyak adalah Usaha kecil yang mana Usaba kccil mencngah
rngalami efek negﬁtive lebik kecil dibandingkan dengan usaha skala besar)

[enegkop & UKM , 2002). Lebih baiknya kinerju UKM dibanding usaba besar

sa disebabkan beberapa kemungkinan , yang scbagian masih berupa hipotesis|

rtama Tingkat ketergantungan Usaha besar terhadap impor ( komponen,
sin, dan peralatan produksi, bahan baku dan input lainnya) jauh lebih rendah|
anding usaha besar, Depresiasi nilai tukar rupiuh yang sangat besar terhadap
lar AS selama partengahan tahun 1997 hingga tabun 1998 membuat biaya|

por dalam rupiah menjadi sangat mahal, akibatuya banyak perusahaan

i terpaksa mengurangi volume produksi atau menghentikan kegintanya karena

' tid

I

nk sangguip lagi mebiayai impor. Jatuboya pilai rupiah terscbut jugn

gakibatkan biaya utang luar Negeri dalam rupiah :nenjadi sangat mahal,

+kedqua ketergantungan Usaha besar terhadap dana perbankan pada umumnya

Lju

.pe

lebih tinggi dibandingkan UKM, dan semasa hrisis akses ke kredit

ankan sangat sulit, akibatnya banyak usaha besar vang mengalami stagnasi

- dan ketiga, pasar yang dilayani UKM berbeda dengan yang dilayani usaha besar.

- Prqduk-produk yang dibuat UKM biasanys untuk masyarakat yang

ber#)endapatan rendah, sedangkan usaha besar lebih lmﬁyak membuat produk

dag jasa untuk pasar papan atas yang pada kenyataannya lebih terpukul olch

krigis daripada pasar pap‘an bawabh .}

| 2!
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! Dari hasil Surw,y Usaha terintegrasi ( SUSI 2000 ) tercatat sebanyak 15
Juta usabha tidak berbadan hukum diluar scktor pertanian, Sedangkan tcuagld\
kerja yang terserap dari jumlah usaha tersebut sebanyak 27,7 juta jiwa. Sebagian
besar jumlah usaha tidak berbadan hukym ini bergerak disektor perdagangq'p\
besar, eceran,rumah makan dan jasa akomecdasi yaitu sebanyak 8,7 juta atau
se!otar 57,75 % dengan menyerap tenaga kerja schanyak is,7 juta Jiwa .

|[Jumlah usaha terbesar kedua adalal sektor industri pengolahan dengan

jumlah usaha sebanyak 2,6 juta atau sekitar 17,35 % dengan tenaga kerja yang,

terserap sebanyak 6,3 Juta jiwa. Terbesar ketiga adalah sektor angkutan dan

komunikasi dimana jumlah usahanya sebanyak 1,9 juta atau sckitar 12,38 %

denigan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,3 juta jiwa.

Konsentrasi Usaha tidak berbadan hukum di Indonesia pada tahun 2000|
terpusat di pulau Jawa dan Bali yaitu tercatat 10,5 juta usaha atau sekitar 69,81
% dengan menyerap taenaga kerja sebanyak 18,8 juta jiwa atau sekitar 68,10 %
Sementara di Pulau Sumatra terdapat scbanyak 2,2, juta usaha atau sekitar 14,88

% dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 4,3 juta jiwa atau 15,56 %. Scdangkan

Irian Jaya hanya terdapat 44,8 ribu usaha dengan tenaga kerja sebanyak 103 ribu

Jjiwq atai hanya 0,30 % usaha dari seluruh usaha di Indonesia . Dapat dikatakan
untuk kawasan Barat jumlah usahanya sebanyak 12,7 Juta dengin menycrap
tenpga kerja sebanyak 23,1 juta jiwa, Sedangkan untuk kawasaun Timur jumlah
usalhanya sekitar 2,3 juta dengan tenaga kerja sebauyak 4,5 juta jiwa,

‘Mayoritas usaha yang tidak berbadan hukum adaluh berusaha sendird

tanpa bantuan pekerja/ buruh sebanyak 7,5 juta usaha atau sckitar 50,25 % . Darl

7,5(juta usaha tersebut sebagian besar bergerak discktor pud.u,am,m besar,|

V

N
rJ
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pran, rumah makan dan jasa akomodasi yakni sebanyak 4,0 juta usaha atau

o
tar 53,33 % . Usaha yang tidak berbadan hukum yang mempunyai pekcrj‘a\
]

| anftara 2-4 orang sekitar 45,94 % yang pekerjanya antara 5-9 orang sekitar 3,26 %

ya
| pe)

pg pekerjanya antara 10-14 orang. Berjumlah sekitar 0,30 % , sedangkan yang|
jerjanya lebih dari 15 orang 0,19 %.

Sumber kepemilikan modal pada usaha tidak berbadan hukumn pada)

jumhumnya adalah milik sendiri yaitu sebanyak 12,6 juta usaha ataun scbesar

lai

83r94 % . kemudian sumber kepemilikan modal yang schagian berasal dari pibakj

n sebanyak 1,6 juta usaha atau 10,44 % , sumbuer keponilikan modal yang

seluruhnya berasal dari pihak lain, sebanyak 084 ribu usahbi atau 4,57 % dan 157;

' Tib

: ha

u usaba atau 1,05 % sumber kepemilikun modal adalal lainya.
Rata-rata hari kerja dalam schulan pada usaha ini terbanyak adalah 214

ri kerja lebih dari kerja yaitu schanyak 82,14 % , diikati oleh 11-20 hari kerja

'selhanyak 13,71 % . Sedangkan yang haru ketjunya 1-10 hanya 4,15 % rata-rata

.jarh kerja untuk usaha tlidak berbadan hokum adalah 8 jam. Sedangkan sektor

perdagangan dan angkutan rata-rata jam kerjanya masing-masing 9 jam,

‘Banyak perusahaan tidak berbadan hukum dalam menjalankan usahanya

. tidak memanfaatkan pinjaman yaitu schesar 84,99 % dan yang memanfaatkan

.pifjaman hanya sekitar 15,01 %. Dari yang memanfaatkan pinjaman bagian

terbesar adalah pinjaman yang berasal dari perorangan vaitu schanyak 36,93 %

: yang meminjam dari lainya scbanyak 28,28 % scdangkan yang meminjam dari

ba

k hanya 27,80 % dari Keluarga /familiy sebanyak 20,53 %, dari lembaga

kegtangan bukan bank sebanyak 5,76 % dan dari koperasi schanyak 5,28 %. Asal

m

dal pinjaman dari perorangan, lainya bank, keluarga/family. Lembaglat
123
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-~

tuangan bukan bank, Koperasi dan modal ventura . dimana mmasinF-musing
besar 32,47 %. 25,52 % , 17,92 %, 16,91 % 3,41 % 3,38 % dan 0,39 %|
Pada umuxﬁnya pimpinan perusabhaan kecil menengah  yang tidak|

irbadan hukum berumur antara 25-44 tabhun yaitu ada sckitar 57,10 %, diikuti

oleh pimpinan perusabaan yang berumur antara (5-04 lahun schesar 37,45 %.j

| S¢dangkan pimpinan perusahaan yang berumur dibawah 15 tabun hanya sckitar

0,

‘T

13

03 % dan ini paling banyak terdapat pada sector perdagangan besar, cceran,|
mah makan dan jasa akonodasi yaitu scbhesar 51,19 % yung berumur dibawah

tahun yang bergerak diseklor ini. Pimpinan perusahaan pada perusahaan yang|

{ tidlak berbadan hukum masih didominasi oleh laki-laki Jdibanding perempuan,

. P

dimana ada sebanyak 9,8 Juta pengusaha atau sckitar 05,51 % pengusaha laki -

‘laki. Sedangkan pengusaha perempuan dimana hanya ada sebanyak 34,49 % .

endidikan pada perusahaan yang tidak berbadan hokum ninpaknya belum

.merupakan syarat utama , hal ini tercermin dari hassil SUSI 2000, tercatat

thwa pimpinan perusahaan dengan peandidikan tidak tamat SD ada sebanyak

7 Juta atau 24,53 % . Scedangkan pimpinan perusahaan, dengan pendidikan

' tamat sarjana muda keatas hanya sckitar 1,51 % . Bila dilihat dari jenis kelamin

P

+ ka
- dg
1 de

4

. pimpinan  perusahaan untuk perusahaan  yang  dipimpin  perempuan

mposisinya sama, sedangkan pada perusahaan laki-laki terbanyak adalah
ngan pendidikan tamat SD, kemudian diikuti oleh pimpinan perusahaan
ngan pendidikan tamat SMP.

Sebagian besar usaha tidak berbadan " hukum mempunyai

nerimaan/pendapatan kurang dari 5 juta rupiah selama tahun 2000. ada

selkitar 82,65 % dan vang berpendapatan lebih dari 500 juta rupiah ham‘/a sckitar!

\

|‘24
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)08 % usaba dari scluruh usaha tidak berbadan hukum dan terdapat pada

sektor perdagangan besar, eceran,rumah makan dan 1’:13:1 akomaodasi.|

iSebagian besar usaha tidak berbadan hokum tidak mempunyai pekerja

ayar, hal ini dapat dilihat dari jumlah usaha yang mempunyai pekerja dibayar|

 hanya sekitar 14,15 % atau hanya 2,12 juta usaha dari 15,0 juta usaha yang ada.

Jumlah usaha yang mempunyai pckerja dibayar terbanyak 5,35 juta jiwa,)

sedangkan pekerja tidak dibayar scbanyak 22,31 juta jiwa. Pcekerja yang tidak

dib

'ma

yar paling banyak terdapat pada sektor perdagangan besar, eceran rumah| -
Lu dan jasa akomodasi yaitu sebanyak 13,57 juta jiwa atau sekitar 60,32 %

dari jumlah seluruh pekerja tidak dibayar.|

{Dari seluruh usaha tidak berbadan hukum yang mempunyai pekerja

dibayar pada umumnya memberikan balas jasa untuk setiap pekerjanya sebesar|

279 ribu rupiah perbulannya. Rata-rata balas jasa per pekerja pada scktor

angkutan dan komunikasi sekitar 323 ribu rupiah. Sedangkan pada sektor

indpstri kecil dan kerajinan rumah tangga rata-rata balas jasa [perpekerja

sebesar 249 ribu rupiah per bulan).

|Dampak krisis tampaknya tidak terlalu berpengaruh pada perusahaan

tid

berbadan hukum. Ini dapat dilibat dari hasil SUSI 2000 tercatat bahwa

sebjgian besar perusahaan /usaha tidak berbadan bukum yaitu sckitar 51,95 %

mengatakan dampak krisis dapat diatasi dan hanya 24,84 % yang meagatakan

tidak berpengaruh. Sedangkan sebagian lagi mengatakan bahwa dampak krisis

belym teratasi pada perusahaan tersebut sebesart 14,06 % bahkan dengan

adamya krisis ada yang mengalami peningkatan sebanyak 1,40 %.

|

| 28
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iBila dilihat dari wilayah-wilayah per pulau pada umumnya lebih dari 50 %
T

enyatakan babwa dampak krisis dapat diatasi . Dampak krisis yaug,l belum|

|

ratasi sekitar 6 s/d 19 % setiap pulau. Yang terbanyak pada Sumatra yang

pnyatakan belum teratasi sekitar 18,98 % dam yang terkecil pada Maluku yaitu|

| sekitar 5,82 %

|Pada umumnya perusahaan tidak berbadan hukum memperoleh bantuan

\
ad

! sel

liI:k usaha yaitu sebesar 94,78 % dan hanya 5,22 % yang memperoleh bantuan|

k usaba. Alasan utama tidak memperoleh bantuan untuk usaha, terbesar
alah tidak tahu sebesar 42,71 % ,lainya sebesar 27,25 %, tidak berminat|

pesar 16,95 % , tidak tahu prosedur sebesar 10,81 % dan proposal ditolak

sebesar 2,28 %. Sedangkan yang mencrima bantuan usaha terbesar berasal dari|

| LK
| daj

t ko
|da

'MD sebesar 38,68 %, Instansi pemcrintah sebesar 33,36 %, lainya 23,99 %
n LSM sebesar 3,97 %

{Belum semua perusahaan tidak berbadan hukum menjadi anggota
perasi Hanya sebagian kecil saja yang menjadi anggota koperasi yaitu 2,56 %

i seluruh perusahaan / usaha tidak berbadan hukum din 97,44 % bukan

| anggota koperasi. Tidak semua usaha yang menjadi anggota koperasi menerima

| pelayanan koperasi. Yang menerima pelayanan koperasi sckitar 2,26 % sehingga

|97i74 Perusahaan /usaha tidak berbadan hukumn tidak menerima pelayanan

| koperasi. Pelayanan koperasi yang terbesar berupa pinjaman uang atau barang

| mqdal sebanyak 73,04 % pengadaan bahan baku scbanyak 14,88 % Pelayanan

| dalam bentuk lainya sebesar 10,03 % , pemasaran scbesar 4,08 % dan bimbingan

.dan pelatihan sebanyak 3,63 %

126
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|Sebagian kecil perusahaan yang pekerjanya pernah mengikuti bimbing'aﬁ

pelatihan penyuluhan yaitu sebauy‘rak 2,79 % dan 97 21 % pckel'ju{a tidak|

| pernah mendapat bimbingan pelatihan/ penyuluban ( BPP ). Dari perusahaan

y
| a¢
ol

| P

1(

ang pekerjanya pernah mengikuti pelatihan sebagian besar penyelenggaraunyal
Halah pemerintah 48,20 %, Swasta 20,29 % dan BPP yang dilakukan seudiri
eh perusahaan tersebuts sebesar 15,72 %. Jenis BPP yang Diikuti tcknik|
roduksi *3,80 % , pemasaran 15,16 % manajerial 11,44 % dan Lainnya scbesar
0,67 %|

|Perusahaan yang tidak mempunyai Bapak angkat schanyak 96,99 % dan

hanya 3,01 % yang mempunyai bapak angkat fasilitas yang diterimanya oleh|

i perusahaan uyang mempunyai bapak angkat berupa peugadann bahan baku/

barang dagangan sebesar 58,44 % uang atau barang maodal schesar 40,89 %.|

; Pemasaran sebesat 19.50 % bimbingan /pelatiban /penyuluban sebesar 3,92 %

i dan lainya sebcsar 3,60 %.

{UKM sebagai salah satu sumber pertumbuhan kesempatan kerja di

Injdonesia tidak hanya tercerminkan pada kondisi statis yaitu jumlah orang yang

| bekerja dikelompok usaha tersebut yang jauh lebil banyak daripada yang diserap

| dif usaha besar, tetapi juga dapat dilihat pada kondisi dinamis , yaitu dari laju

i kenaikannya setiap tahun yang, lebih tinggi daripada usaba besar

iDalam periode 5 tahun jumlah tenaga kerja di UKM meningkat  atau

| tambuh rata-rata 3,22 % pertahun persentase pertumbuhaan ind jauh lebih tinggi

{ dqripada laju pertumbuhan tenaga kerja rata-rata pcrt;xhuu dau pertumbuhan

| tepaga kerja pada usaha besar dibawah 1,0 % .

|27
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|Peran UKM di Indonesia dalam bentuk kontribusi oufput terhadap
pembentukan dan p.ertumbuhan PDB cukup besar, walaupun tidak sehesar|
| kgntribusinya terhallap penciptaan kesempatan kerja. Mluurut data dari
menegkop & UKM menunjukkan bahwa pada saat krisis mencapai kondisi yang|
| pgling buruk. Pada saat ekonomi Indonesia mengalami koustraksi 13 oo %
(pertumbuhan PDB riil ) . Kontribusi terhadap PDB naik sedikit dibanding)
| kantribusi yang diberikan usaha besar pada PDB. Dapat dikatakan bahwa andil
uJaha besar jauh lebih banyak . Koutribusi UKM terhadap pembentukan PDB|
iya(ng lebih kecil dibandingkan kontribusinya terhadap kesempatan kerju atau
ratio output tenaga kerjanya yang rendah sebenarnya menunjukkan babhwa|
| tingkat produktivitas di UKM relative rendah. Tingkat produktivitas dapat
dipkur secara individual dari masing-masing faktor produksi atau input yang|
jdigunakan dalam produksi seperti tenaga kerja dan modal ( partial
| pritoductivity) atau diukur dari total fuactor productivity, yuitu produktivitas

| dari fakor-faktor produksi sccara total . Karena data mengenai modal dan input

‘lainya di UKM, khususnya dincgara-negara scedang  berkembang  seperti
| Inlonesia sangat terbatas, sedangkan dala jumlah tenaga kerju sangat mudah
t diperoleh, maka tingkat produktivitas UKM Dbisanya diukue dari ratio nilai
io ut/tambah\tgrhadap jumlah tenaga kerja yang digunakan di UKM ( partial
' prpductivity ).

iDepperindag menyajikan data mengenai nilai output dan nilai tambah
!'dari UKM di sektor industri pengolahan dan sektor pcrdziguugau . dari total nilai
oulput seckitar 57,3 trilyun, Sebagaian besar ( 77,.3 %) lclipusatknu di tiga

supsektor ¥aitu 1) makanan minuman dan tembakau, 2) Tckstil dan produknyal
|
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| SErtd Kuue uanl PrOUUKIlYd 3JRAYU (il PrOGUIK-PrOGUKIYa . Latam pembentpgan
tgtal output di subsektor tersebut sekitar 13,6 % , schingga dap‘nt dikatakan UKM!
| tiak puu‘ya keunggulan dalam memprodysi.

Selain kontribusinya terhadap pertumbuban kesempatan kerja dan schagail
 slah satu sumber pentuing pendapatan atau PDB, UKM di Indonesia jyga sangat
djharapkan dan memang mempunyai potensi schagai salah satu sumber pentipg|
| perkembangan ( diversifikasio dan perfumbuhan ckspor, khususunya ekspor non
njigas. Kemampuan UKM Indonesia untuk untuk meccalisusikanpotensi inj,|
| yakni menembus pasar global atau mepingkatkan ekspornya ditentukan olgh
kombinasij antara sejumlah factor-fajktor keunggulan relative yang dimiliki. Data|
| dari Mehegkop & UKM menunjukkan bahwa UKM masih lemah dalam eksPor
dibandingkan mitarnya yaitu Usaha besar pada tahun 2000 dan 2001|
| diperkirakan masing-masing mencapai 18 trilyun dan 23 trilyun nilai ini sangat
{lemah jika dipandingkan Usaha besar yang pada tahun sama nu:ncabai 419
| trilyun dan 592 triljun,

| Hasil SUSI 2000, memberikan suatu gambaran fakta mengenai banyaknya
{ugaha tidak berbadan hokum yang melakukan ekspor ( secara langsung,maupoun -
| tidlak langsung, lewat perantara seperti pedagang, perusahaan perdagangan dari
| jymlah usaha txdak berbadan hokum yang ada di Indonesia yakni 1..4 959 984 unit
| hanya 20,454 unit yang melakukan ekspor.. Hasil SUSI 2000 juga memberikan
iigformasi mengenai distribusi 20 454 unit usaha y.mg, meclakukan cks‘)or
i menurut wilayah, sebagian besar terdaat di pulau jawa dan Bali dan hal ini erat
kiatnya dengan dengan kenyataan bahwa populasi dari UKM di Indonesia

tarkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali. Hal yang menarik dari data tersebut|
129
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| adalah bahwa tidak ada satu unit UKM di Kalimantan dan Maluku serta lriun'jaya

| lek

yang melakukan ekspbr. Hal ini memberi kesan bahwa UKM di kawasan Barat)

l

ih maju dan lebih berorientasi ekspor disbanding rekanya di kawasan Timur.

Berdasarkan data dari Depperindag bahwa diantara banyak kelompok|

i komoditi yang diekspor pakaian jadi , batik dan barang-barang dari Kulit

me¢nunjukkan keunggulan yang menbonjol. Menurut informasi dari Depperindag;

\koptras dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang tinggi UKM hauya

mampu mengekspor sebesar 1,0 % dari nilai outputnya sedangkan industri)

| mampu mengekspor 24,8 % dari nilai outputnya.. Nilai ekspor UKM setiap tahun

sapgat kecil jika dibandingkan dengan Usaha besar. Data dari Deperindag|

| me¢nyebutkan bahwa pada tabun 2002 andil UKM dalam ekspor non migas

sef

1 5.9

| ko

| me

| pe

pesar 6,1 %)|

. I ndustri Kecil Menengah di Kotamadya Surabaya

iBerdasarkan data Depperindag Industri Kecil Mecnengah ( IKM ) di

lamadya Surabaya dapat dibedakan atas IKM yang mandiri dan IKM yang

tmbentuk sentra-sentra .

{IKM yang mandiri biasanya mempunyai ijin  formal , terdapat 188

ngusaha yaﬁg tersebar diselurub wilayah Kotamadya Surabaya , yang mana

| sebagian besar komoditi-nya adalah barang cetakan dan pakaian jadi, Tidak ada

| saf

upun dari 188 IKM mandiri di Kotamadya Surabaya yang mclakukan ekspor ,

| sebagian besar pasar mereka adalah pasar local . 67 Unit pasarnya sudah meluas

i ke

pasar regional dan 12 unit yang merambah pasar nasional . Adapun komodity

30|
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ly?ng merambah pasar nasional adalah pakaian jadi, septum , lampu pijar ,
'l .

roduk kayu termasuk tepung kayun
l

‘Dilihat dari nilai produksinya untuk IKM mandiri ini senilai Rp121 665

50 , sedangkan investasinya schesar Rp 44 779 2:44. Adapun dilihat dari jumlah)

| tenaga kerja yang terlibat sejumlah 2250 ( Depperindag tahun 2003)

Adapun IKM yang membentuk sentra industri terdapat 1129 unit usahba ,|

|jika dilibat dari nilai produksinya aalah lebili keeil dari IKM mandiri yaitu

s¢besar 87 484 657. hal ini dapat dimaklumi karena nilai investasi IKM yang|

' membentuk sentra inipun relative kecil yaitu sebesar 2.082 432. Tetapi jika

di

lihat dari penyerapan tenaga kerja sentra industri mempunyai peran yang jauh|

ili:esar disbanding industri kecil mandiri /formal yaitu sebesar 4 119 orang,

i U

ilihat dari jenis usahanya yang banyak menyecrap tenaga kerja adalah jenis|

saha sepatu dan pakaian jadi . sentra sepatu terpusat di Benowoo dan

| Wonocolo adapun untuk industri pakaian jadi menyebar di banyak wilayah

| al
1D

\p

| re

\51

id
P

itara lain Tegalsari, genteng,Bubutan , Rungkut, Krembangan dan tambak sari.
alam penelitian ini terfokus pada sentra industri pakaian jadi . dengan
ertimbangan usaha ini dilakukan banyak unit usaha dan menyerap tenaga kerja

lative banyak .

3 Sentra Industri Kecil Pakaian Jadi di Kotamadya Surabaya

‘Sentra industri kecil pakaian jadi diSurabaya terscbar di 6 kecamatan

| yaitu kecamatan Krembangan di desa Pabean cantikan, kecamatan Tambaksari

desa Pacar kembang dan pacar “keeling, Kecamatan rungkut di desa

|
enjaringan sari dan kedung baruk, Kecamatan Tegal sari di desa Wonorejo dan|

|31
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| Dr Soetomo. Kecamatan GentenF di embong kaliasin dan kecamatan Bubutan

dyiio desa Tembok Dukuh . Adapun jumlah tenaga kerja yang terlibat di sentra|
(

| pakaian jadi ini adalah sebesar 506 orang. Hal ini cukup signifikan dibanding

jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sentra industri yaitu sebesar 4043|

| orang dengan 19 jenis industri .

Pasar dari produk yang dibasilkan di sentra pakaian jadi sebagian besar|

i adalah local .Meski ada beberapa unit yang sudah memasarkan ke pasar nasional

. Tidak ada wunit industri dalam sentra pakaian jadi ini yang telah melakukaun|

SpOTr.

.

to

{Total nilai produksi sentra ini adalah sejumlah Rp 8.771 500 000 dengan

fal biaya bahan baku sebesarRp 7 718 758 000 dan investasi scbesar Rp 453|

| 845 000

| 5.4.Peraturan Perijinan Untuk Industri Kecil Pakain Jadi .

| Peraturan perijinan untuk Industri kecil pakainn jadi adalah sama dengan

| pe

raturan perijinan n untuk industri pakaian jadi sceara umum yaitu ;

i 1.Tfanda daftar Industri (TDI )

iTDI merupakan ijin tekois yang dikeluarkan olch Dinas Perdagangan

i Adppoun latar belakang adanya ‘I'DI adalah Banyaknya pengusaha yang

ngmiliki bidang usaha di scetor perindustrian, dan agar memudahkan pendataan|

,dan pembinaan serta pengawasanterhadap ijin - ijin usaha yaug ada maka perlu

didata secara baik .|

‘32
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Maksud dari Tanda Daftar Industri antara lain untuk mencipatakan

\

kéteraturau dan ketertiban perusahaan — perusahaan industri yauﬁ tumbuh dan|

| barkembang di Kotamadya Surabaya. Adapun Tujuan utama diberlakuannyu

ke

0d
| mg

In

jinan ini diharapkan akan mampu mengendalikan serta memberikan|

le
| pengawasan dan bimbingan secara intensif dulam rangka ketertiban dan

teraturan dalam penyelenggaraan manajemen perusahaan|

|Terhadap Industri kecil dengan nilai investasi sampai dengan 2 000 000

0 ( duaratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan , barus|
emiliki  tanda daftar Industri ( TDI ) dan diberlakukan scbagai Ijin Usaha
dustri ( 1UI )|

|Dalam pengajuan TDI permohonan harus dilampiri dengan :

| 1. KTP Penanggung Jawab/Direktur,

j2. NPWP

|3. Akte pendirian yang disahkan menteri kehakiman dan HAM
|4. Sertifikat/ Bukti Kepemilikan Tanah

|5. Ijin Mendirikan bangunan ( IMB)

6. Ijin Gangguan ( HO )

7. Pasioto 3x4 sebanyak 2 ( dua ) Lembar

Prosedur yang dilalui dalam pengurusan TDI adalah :

| 1.|pemohon mengisi formulir yang sudah disiapkan Disperindag di atas materai '

ngan melampirkan persyaratan yang sudah dsiebutkau diastas,

i 2. petugas memeriksa kelengkapan persyaratan dan mencatat data permohonan
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| 3.|berkas permohonan diajukan ke Kepala seksi untuk diteliti ulau\g, yang kurang
leJ1gkap / ada yang diragukan keabsabannya dikembalikan ke petug\as,\

| seflangkan berkas yang lengkap dan benar diserabkan ke petugas data/ operator.

4

)itiadakim penelitian di lapangan oleh Tim Teknis, dengan dibulatkan berita|

| ac$ra pemeriksaan.

|65 ]

sujl

Penertiban sertifikat ijin oleh Kepala Dinas dan disahkan, scrta pembuatan

fat pemberitahuan Kepada pemohon.|

| 6. Register Ijin disimpan di Dinas Perindag

7.

pemohon mengambil Sertifikat Ijin dengan membawa bukti retribusi|

|Waktu penyelesaian maksimal 7 ( tujuh ) hari ketja yang terditi dari 1)1

ha+ untuk pengajuan permohonan & penelitian Adm. oleh petugas 2) Penclitian|

| di Lapangan dan pembuatan berita acara: 2 hari 3)Penertiban Sertifikat & Surat

i perpberitahuan ke pemohon: 3 hari dan 4

|Pengurusan TDI dikenakan biaya retribusi Rp 200 000, untuk

| perpisahaan dengan nilai investasi sampai dengan Rp 200 juta, Adapun untuk ijin

| per]uasan usaha dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 300 000

‘Jika TDI Hilang / rusak perusabaan dapat mengurus kembali tanpa

ldikénai biaya retribusi yangmana dibutuhkan Lapor kepolisian sctempat ( berita

. kehjlangan ) jika TDI Hilang dan dibutuhkan Lammpiran Surat Asli TDI ( yang

i rus

ak/tidak terbaca ), Jika TDI rusak

Kepemilikan TDI dikaitkan dengan  nilai Investasi tidak terinasuk tanah

- dan|bangunan jika Investasi

a). kurang dari Rp. 5 juta : tidak wajib 'I'DI

b). antara Rp. 5 juta s/d Rp. 200 juta  : wajib DI ( diproses kab/ kota )i
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¢). antara Rip. 200 juta s/d 1 Milyar : LTUI/TDI(diproses kab/kota)

d). lebih dari Rp. 1 Milyar : [UL /TR (diproses ;Tusat)l
l

.2 [jin Usaha Industri (1UI')

®

id

ljin Usaha Industri ini wajib bagi industri dengan tingkat investasi diatas|

200 000 000,- ( duaratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan )

jiJ: nilai investasi dibawah Rp200 000 000, ‘anda Daftar Industei (TDI )|

at diberlakukan sebagai [jin Usaha Industri ( [UI ) . Adapun lampiran yang

dibutuhkan dalam permohonan Ijin Usaha Industri ini adalahj

|

- ket
Sur

"bid

1. KTP Penanggung Jawab/Direktur

2. NPWP|

3. Akte Pendirian yang disahkan Menteri Kehakiman dan HAM

4. Sertifikat/ Bukti kepemilikan tanah

5. Surat Persetujuan prinsip

6. Dokumen Unit Pengelolaan Lingkungan/ Unit pemantauan Lingkungan
(UKL/UPL) atau amdal

7. Ijin Mendarikan Bangunan ( IMB )

8. Ijin Gangguan ( HO)

SIUP ( Sur:a_t Ijin Usaha Perdagangan )

Maksud dari Surat [jin Usaha Perdagangan ini adalah Untuk menciptakan
praturan dan ketertiban di bidang perdagangan dan industri di Kotamadya
abaya perlu untuk dilaksanakan / diselenggaruka‘n pelayanan perijinan

ang perdagangan dan industri serta pengawasan dan pengaturannya.
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‘Tujuan pertama diberlakukannya perijinan ini diharapkan akan mampu

\ .

mengendalikan serta memberikan pengawasan sccara intensif dalam rangkal

\
i ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan perdagangan dan industri .

\

Dalam pengajuan SIUP Perusahaan wajib melampirkan persyaratan-!

, persyaratan antara lain :

a.KTP Penaggung jawab / Dircktur:

'b.NPWP

. c.Persetujuan dari Atasan bagi Pegawai Negeri Sipil

d.

le.

misili Perusahaan,

e pendirian yang disahkan Menteri kehakiman dan [HAM

f. Bukti Kepemilikan Tempat Usaha

| - Surat Penunjukkan Kepala Cabang ( Bagi Perusahaan Cabang, )

th.P
| Jika
ia. Fa

| bagi

s Foto ( 3x4 ) sebanyak 2 lembar
Perusahaan berupa PT ( Perseroan Terbatas Jmaka perlu melampirkan :

to copy surat keputusan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman

PT.

| b. Fo
{c. Fo

d. Fo

lo copy KTP pemilik / direktur utama / penanggung jawab perusahaan
copy NPWP

0 copy sui'a; ijin tempat usaha ( SITU ) atau Ho|

.f. Neraca awal perusahaan

_g. Pas|foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

Perusghaan yang berbentuk Koperasi :

a. Fo

to copy akte pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan|
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- b.|Foto copy KTP pimpinan / penanggungjawab

c. Foto ccl»py NPWP pe;rusahaan\

| d. [Foto copy surat ijill tempat usaha ( SITU ) atau Ho
e. Neraca awal perusahaan|

P f [Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma |

). Foto copy akte notaries yang didaftarkan pada pengadilan Negeri

=

). Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan|

o

). Foto copy NPWP CV atau Firma

e}

). Foto copy ijin tempat usaha ( SITU ) atau Ho|

o

| €). Neraca awal perusahaan

| ). Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

\Persyaratan Tambahan : a). bukti WNI / ganti nama ,b). domisili dari
 kelurahan c). surat nikah bagi pemohon perusahaan wanita yang telah menikah
i d).)ijin teknis untuk kegiatan tertentu, misalnya : Apotik, pemasaran rumal, dan
‘laip - lain,

iProsedur pengurusan SIUP untuk perusabaan kecil dan perusahaan
' Ménengah diijiilk_an Kepada Kepala Disperindag setempat. Yang mlana petugas
m¢meriksa kelengkapan persyaratan dan mencatat  data  permohonann,
kemudian berkas permohonan diajukan ke Kepala seksi untuk diteliti ulang, yang

kurang lengkap/ ada yang diragukan keabsahanya dikembalikan ke petugas data

—

/ pperator. Selanjutnya diadakan penelitian di lapangan oleh tim teknis.

Pepertiban sertifikat ijin diteliti oleh Kasubdin dan register ijin disimpan di!
!
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| Digperindag selanjutnya pemohon mengambil Sertifikat Ijin dengan membawa

bukti!

{Untuk permintaan SIUP bagi perusahaan besar diajukan ke Disperindag

Tingkat I dengan prosedur yang relatif saina|

!W#ktu penyelesaian maksimal 5 ( lima ) hari kerju yaitu 1 hari untuk pengajuan

permohonan & penelitian Adm. oleh petugas, 1 hari untuk Penelitian di)

| Lapangan  dan 2 hari untuk Penertiban Sertifikat & Surat pemberitabuan ke

pemohon;

iBiaya retribusi untuk pengurusan SIUP bagi perusahaan dengan nilai

inyestasi Rp 50 000 000,- dikenakan biaya Rp 50 000, untuk perusahaan,

| demgan investasui Rp50 000 000 — Rp 200 000 000 dikenakan biaya retribusi

sepesar Rp 100 000 dan untuk perusahaan dengan nilai investasi Rp 200. 000|

! 0900 — Rp 500 000 000 dikenakan biaya retribusi Rp 200 000,-

‘Untuk perusahaan besar dengan nilai investasi Rp 500 000 000- Rp 1000

{ogc 000 dikenakan biaya retribusi Rp 300 ooo, sedangkan untuk perusahaan

tdgngan nilai investasi Rp 1000 000 000 - Rp § 000 000 000 dikenakan biaya

I Rp400 000. dan biaya retribusi termalial untuk pengurusan  SIUP adalah

4.

bs

lstesar Rp 500 000, yaitu untuk perusahaan uilai investasi sebesar lebih dari 5

1 000 000 000 ,~ .

HO (Ijin gangguan )|
{jin gangguan ini dikeluarkan oleh dinas lidgkungab hidup. Latar

elakang diperlukannya ijin HO adalah bahwa sctiap usaha atau kegiatan pasti|
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jakan menimbulkan dampak, gangguan terhadap lingkungan sekitar tempat

d
la

ks
lig
P
ib
jir

K

1K

+H

=

1

ugaha. Baik berupa gangguan suara, polusi udara , bau, getaran, dan lain - lain.\

1
\Dampak atau gangguan tersebut dapat menimbulkan baliaya dan kerugian

bggi pihak lain bila tidak diatur dalam pelaksanaannya, schingga sangat;
\dﬁperlukan undang — undang atan peraturan untuk membalasi dan mengatur

sqrta mengendalikan gangguan tersebut.|

|Tujuan utama perijinan ini untuk pembinaaa , pengaturan, pengendalian

n pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya!
m, barang, prasarana, sarana atau fasilitas terteutu guna melinduagi
epentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungannya. Atas dasar tujuan|
i keterlibatan pemerintah menjadi suatu keharusan untuk lasgsung melakukan
engendalian agar supaya masyarakat dapat terlindungi dan tidak dirugikan dari|
brbagai dampak kegiatan dari obyek undang — undang gangguan ini. Dalam hal
i peran Pemerintah sebagai penyeimbang antara kepentingan individu dengan

ppentingan umum ( masyarakat ). Sehingga dengan terciptanya keseimbangan

", t&rsebut dapat lebih mudah menciptakan keadaan masyarakat yang dinamis dan

pndusif dalam menjalankan segala aktifitasnya.

\Sisi lain dari efektifitas perijinan ini dapat dijelaskan dari sisi apakah

i,depat menjadi media untuk menjaring pemungutan keuangan dari masyarakat .

[al ini memungkinkan sekali karena obyek Ijin Ho ini didukung oleh lingkungan

' Kegiatan usaha masyarakat lebih banyak di sektor usaha industri skala menengah
ke bawah dan perdagangan dan penetapan tariff retrfbusiuya potensial untuk
nenjadi sumber penerimaan asli daerah. Secara cksplisit retribusi ijin Ho telah

rhemberikan kontribusi pada penerimaan asli daerah..
§

‘3‘)
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Jenis ;ijin tempal usaha yang perlu mendapatkan ijin gangguan, adalah
nggian yang diakibatkan olch :
a). nnenimbul‘kan kebisingan suara yang sifatnya lama.
b). menghasilkan limbah ( cair, padat, gas ),
c) mempengaruhi perubahan lingkungan ( UKL - UPL ), di mana untuk
dokymen UKL -~ UPL ini yang membuat adalah pengusaha yang mengajukan|
ijin
|Adapun perszyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan ijin HO
) fotp copy KTP|
) foto copy sertifikat tanah / letter C
) fot¢ copy IMB|
) suriat keterangan persetujuan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya
). surat ahli waris ( apabila pemilik tanahnya sudah meninggal )
) persetujuan menggunakan IMB ( apabila IMB yang digunakan namanya
dak|sama dengan nama pengusaha yang mengajukan ijin ).
). d¢nah lokasi |
). permohonan dilengkapi dengan materai Rp. 6.000
|Dalam pengajuan ijin HO ini prosedur yang dilalui meliputi pemohon

ienglisi formulir permohonan ijin gangguan di bagian lingkungan hidup, Setelah

etugas loket memeiiksa kelengkapan persyaratan dan mencatat data
ernlhonan, berkas permohonan diteliti ulang oleh kepala seksi kemudian yang
:nglﬁap dan benar, ditulis di register dan diketik, yang salah-dikembalikan untuk
isempurnakan kemudian berkas ’permohouan diajukan ke Kepala Bagian

erekonomian untuk diteliti ulang. Bila perlu dibuatkan surat penimbaug‘an\
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lang h selanjutnya adalah diadakan penelitian di. lapangan oleh Tim Komisi

deﬁgm dibuatkan Berita Acara Peninjauvan, pertimbangan dalam bentuk!
rekomendasi terkait setelah itu pembuatan surat keputusan ijin untuk hasil yang

memrmuhi persyaratan baik tekmis maupun non tcknis. Berkas SK ijin|
disernhkan ke Sekretariat Daerah dan kepala Dacrah untuk disahkan berkas SK
ijin diserahkan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala dacrah , diserahkan ke|
Bagi%n Hukum, untuk diagendakan. Selanjutnya Register SK ijin disimpan di

bagign Perekonomian dan Kutipan diserahkan kepada pemohon dengan|
menynjukkan bukti pembayaran retribusi

Instansi yang memberikan pertimbangan antara lain |

a). Badan Kesbang ( masalah ketertibanan lingkungan )

b). Dinas PU,

c). Bpgian Hukum

d) Dinas Kesehatan

e) C%\mat ( lokasi dan lingkungan ).

f). Kepala Desa / Kelurahan 8

| awel

g). Instansi yang terlibat sesuai dengan bidang usaha

idapun waktu penyelesaian pembuatan 1,5 — ;3 bulan yang mana 30 hari (1

W .

bulan ) nuntuk pemeriksaan mengenai kebenavan persetujuan tetangga, 3 hari
untyk pengedaran undangan, [ hari untuk peninjavan lokasi dan 14 hari untuk
pertimbangan / rekomendasi dari Dinas terkait., Setelah itu  diproses di bagiau
Hul#um dan Sekretaris Daerah yang memakan waktu kadang sampai 1 bulan

lebih
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|Mengenai biaya retribusi digolongkan berdasarkan tempat usaha yang

l
fitimbulkan oleh Mekanik dan Non mekanik.|

| Kewajiban Penerima Ijin adalah Memberikan laporan kepada kepala

laerph, setiap 3 tahun sekali dan dalam jangka waktu berlakunya ijin gangguan|

iitet&apkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan

pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali ( membayar retribusi )|

1tau

vern|

|Bila penerima ijin tidak memperbarui retribusinya setiap 3 tahun sekali
tidak melaporkan adanya perubahan tempat, alat dan mesin sesuai dengan|

yataan yang ada maka setelah diberikan peringatan tertulis 3 kali, maka ijin

:licalLut oleh Kepala Daerah .|

5. TDF (Tanda Daftar Perusahcun )

;Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan

nenjalankan usahanya didaerah wajib didaftarkan dalam daflar perusahaan .

atar

)eng

yesal.

1end

apa

belakang munculnya ijin adalali besarnya  kemunghinan l)agi pcn%usaha A
usaha di Kotamadya Surabayai untuk mengembangkan usuhanyd secara
|

\Banyaknya home industri yang memproduksi barang - barang untuk
enir maupun  barang  kebutuhan  sckunder lainnya  dapat hmmolifasi\
usabha untuk membentuk suatu perusahaan dalam bentuk perseroan baik
nditer, firma maupun perseroan terbatas ( PI).

‘Maksud dari perijinan Tanda Daftar Pcrusahaan. antara lain untuk
fiptakan keteraturan dan ketertiban perusahiaan — perusahaan yang tumbuh

t berkembang di Kotamadya Surabaya.
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th}juan utama diberlakukann‘ya perijinan ini dibarapkan akan mampu
endalikan serta memberikan pengawasan dan bimbing‘un secara intensif'
) rangka ketertiban dan keteraturan dalam pcnyelcnggam:.m perusahaan.
Persyaratan yang dibutuhkan untuk perijinan TDP antara lain 3
| 2). Ijin teknis dari instansi terkait sesuai bidangnya
b). Akte pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman ( bagil
| perusahaan yang berbentuk PT )
¢). Akte pendirian yang disahkan oleh Pengadilan Negeri sctempat (|
| bagi perusahaan yang berbeutuk persekutuaa )
d). Akte pendirian / Badan hukum dari Departemen Koperasi (bagi|
| perusahaan yang berbentuk Koperasi ) yang disahkan Menteri
kehakiman dan HAM|
| e). Foto copy KTP Dircktur/Pengurus/Penaggung jawab/ Pemilik
, Perusahaan
f). Neraca perusahaan|

‘Masa berlaku TDP adalah 5 tahun dari diterbitkan , jika ingin

iperpanjang persyaratan yang harus dipenubi adalah relatif sama dengan

engajuan baru yaitu ijin teknis dari instansi terkait, KIP

irekﬁur/ pengusrus/penanggungjawab, NPWP ditambah akte perubahan jika ada

ng

erbe

erul%ahan yang sudah disahkan Menteri kebakiman dan Ham untuk perusahaan

perbentuk PT, dan pengadilan Negeri setempat untuk perusahaan yang
ntuk persekutuan :

Prosedur untuk mengajukan TDP baru yaitu pemohon mengisi formulir

erm¢honan TDP Baru dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan|

143

LAPORAN PENELITIAN Perusahaan Kecil Menengah ... Achmad Rizki Sridadi, dkk




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

iatas, Setelah petugas memeriksa kelengkapan persyaratan dan mencatat data
| .

I -
emobon di Disperindag. Berkas permohonan diajukan ke Kepala scksi untuk!

iteli

i ulang, yang kurang lengkap/ ada yang diragukan keabsahannya

ikerhbalikan ke petugas, sedangkan berkas yang lengkap dan benar diserahkan|

e pgtugas data/ operator. Langkah berikutnya adalal diadukan penclitian di

apanﬁgan oleh tim teknis, dengan dibuatkan Berita acara Pemeriksaan,!

’ene

in s¢

v
naha
P50
100

ebes

rtiban sertifikat ijin disahkan oleh Kepala dinas Pemohon menerima surat
rtelah membayar retribusi tertentu

‘Untuk permohonan ijin ini  besarnya biaya retribusi tergantung nilai
tasi peruszhaan tersebut semakin tinggi nilai investasinya maka semakin|
I biayanya. Untuk nilai investai dibawali Rp 5 000 000 dikenakan biaya
000, Rp 75 000 untuk investasi scbhesar Rp 50 000 000 000 = Rp100 000
, biaya retribusi Rp 100 000 untuk perusahaan dengan nilai investasi

ar Rp100 000 000 — Rp200 000 000, Untuk perusahaan menengah yaitu

avestasi sebesar Rp 200 000 000- Rp 500 000 000 dikenakan biaya retribusi

ebeg

ar Rp 200 000,- Untuk perusahaan besar dikenakan biaya retribusi sebesar

P

€

00 000 dan Rp 400 000 sesuai nilai investasinya Rp300 000 untuk

ahaan dengan investasi Rp 500 000 000 - Rp 1 000 000 000 dan biaya

etriusi sebesar Rp 400 000 , biaya sebesar ini untuk perusahaan dengan

ve

asi Rp1 000 000 000,-

{Untuk waktu penyelesaian maksimal 4 bhari yang dibutubkan untuk

enelitian administrasi dan penelitian lapangan serta pembuatan sertifikat.
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).Paten dan Merk -

|Peraturan tentang hak merk dan hak paten muncul dengan latar belakang
emakin maraknya pemalsuan, baik pemalsuan produk ataupun pemalsuan|
nerk| Hak paten merupakan suatu hak yaugrdibcrik:m sccara cksklusif oleh
iegara kepada inventor { penemu ) atas hasil invesinya untuk menggunakan/|
nemperbanyak dan mengijinkan pihak lain untuk menggunakan penemuannya
ersebut, hak yang mana diberikan untuk jangka waktu tertentu)

.Adapun yang dimaksud hak merk adalah suatu hak yang diberikan secara
ksklusif oleh negara kepada pihak / beberapa pibak atas merk yang dimilikij
mtul menggunakaﬁ/ memperbanyak dan mengijinkan pihak lain untuk
neng{g;lmakan merk-nya tersebut.

‘Hak Paten dan hak merk ini dikeluarkan oleh Menleri Kehakimman melalui
dijep HAKI . Ijin ini penting bagi perusabhaan agar produk dan merknya|
nempunyai legalitas dalam arti tidak dipalsu pihak lain. Dinas Perindustrian
lan perdagangan pada cven-cven tertentu membantu menguruskan ijin hak
ater] tersebut dengan tanpa dipungut biaya, Ijin ini tidak diwajibkan bagi
ierugabaan di indusri kecil pakaian jadi karena schagian mereka adalabh menjual

)akaian jadi tanpa merk.

. 5 Beraturan perijinan untuk ekspor

Dengan dibukanya pasar bebas, maka perusahaan kalau mau cksis harus
erpikir uniuk masuk ke pasar global. Dengan dcmiki.an harus dipahami
rosgdur ekspor serta peraturan-peraturan yang ada dalam melakukan ke(;iatan

kspor. Ekspor merupakan prosedur perdagangan antar negara, di mana nc[iaral
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yang| satu mengirimkan barang kepada ncgara lainnya dengan menggunakan '

sarana laut darat maupun udara.|

[Didalam perdagangan ekspor berlaku dua ketentuan hukum yang berbeda,

yaity antara wilayah ‘pabean negara yang satu dengan wilayah pabean negara|

lainnya , namun demikian pada prinsipnya ekspor dapat dilaksanakan oleh setiap

perusahaan yang telah mempunyai lisensi scbagai eksportir dan mendapat ijin|

tekn

Is usaha dari lembaga pemerintah non departemen.

Karena ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusaliaan yang mempunyai|

lisensi ekspor, maka juga dikenal adanya kualifikusi eksportir yang berhak untuk

men

men

gekspor barang-barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dani

Hapatkan pengakuan dari menteri perdagangan. Adupun syaral-syarat yang

han.ﬁs dipenuhi untuk dapat melakukan export adalah :

L.
lain
2. 1
peru
Joku

3. 1]

leps

lete

mempunyai Surat [jin ekspor dari Departemen perdagangan atau instransi
yang berwenang,

nempunyai Anggaran dasar dan anggaran rumah taagga beserta surat kuasa
sahaan kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen-
imen penting lainya

hempunyai NPWP dan TDP

1. T‘lengikuti syarat dan ketentnan ckspor  barang dari departemen-

rtemnen terkait
‘Pada prinsipnya ckspor dapat dilakukan ke scluruh negara , tetapi dengan

ntuan pengaturan barang sesuai ditctapkan Menteri perdagangan, barang

sang diekspor dapat dogolongkan dalam

a. Barang yang diawasi ckspornyal
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|b. Barang ekspor yang ditetapkan pengawasan mutunya
c. Barang yang diatur tata niaganya|
|d. Barang exporyang wajib diperiksa oleh surveyor

le. Barang ekSpor kuat dan primer

|AdTpun peraturan- peraturan yang perlu diketahui dalamn ckspor adalah

|1 Ll/C ( Letter of Credit )

|Awal dari transaksi ekspor itu sendiri dimulai dengan diterimanya L/C

| ekspor dari bank koresponden luar negeri via surat atau telex. Jika L/C ekspor

| tersebut diterima oleh suatu bank maka pada saat yang bersamaan bank wajib -

| mepyampaikan berita itu kepada nasabahnya. Hal tersebut disebut advising L/C.

| Untuk Advisdir?g L/C perlu dibedakan antara L/C cksipor yang bersifat

ungonfirm dengé.n Conj"irm L/C|

| Untuk Unconfirm L/C bank yang ditunjuk untuk mcuogadvisekan L/C

tersebut juga wajib melakukan konfirmasi atas L/C sehingga dalam pengadvisan|

| L/Q harus diteliti sebelumnya tentang keaslian berita L/C tersebut, melalui

per

cocokan tanda tangan, atau test key codenya,.|

|Pada prinsipnya ekspor dapat dilakukan ke seluruh negara , tetapi dengan

ketentuan pengaturan barang sesuai ditetapkan Menteri perdagangan, barang)

| yan

g diekspor dapat dogolongkan dalam
f. Barang yang diawasi ckspornya|
8. Barang ckspor yang ditetapkan pcuéawusau mutunyn
-h.  Barang yang diatur tata niaganya

1. Barang expor yang wajib diperiksa oleh surveyor
47|
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j. Barang ekspor kuat dan primer
Ekspor dengan L/C dilakukan oleh eksportir atas dasar advising L/C yang|

|disgmpaikan oleh bank devisa dari eksportir terscbut. Untuk L/C yang

menggunakan surat maka biasanya akan didahului dengan pre-advice bay tested)
| —teTex ke bank tersebut. L/C yang tidak didahului oleh preeliminery telex harus

dicqta oleh Advising bank serta dibuatkan duplikatnya , hal hal yang perlu|
,dicgtat :

- Nama opening bankj|

.- Nama eksportir

i - Nomor, tanggal jumlah nominal L./C

i~ Jenis L/C

{Jikg kondisi L/C tersebut berjenis Irrévocable L/C, maka harus dilakukan
| identifikasi terhadap kondisi untuk melakukan negosiasi wesel ckspor . apabila
1L/Q tersebut mencerminkan adanya fasilitas yang memungkinkan untuk
: diberikan ke nasabah yang bersangkutan.

‘Letter of Credit sebagai suatu bentuk jaminan pembceyaran yang diberikan
oleh issuing Bank mempunyai berbagai macam bentuk yang bereiri tersendiri.
‘Jeéis dan bentuk L/C dapat dibedakan dari segi kepastiannya, bank penjamin,
‘cara dan saat i)embayaran, kemungkinan penggunaanya dan lain-lain. Secara
i um*um bentuk L/C dapat dib edakan atas 2 yaitu

1.Revocable L/C| !

'Retpocable L/C dgpat dibatalkan secara sepibak oleh i'ssuing bankuya tanpa
permberitahuan teflebih dahulu kepada benej“iciary, meskipun demikian Issuing|

bank tetap terikat untuk membayar kembali kepada bauk yang telah membayar

48|

LAPORAN PENELITIAN Perusahaan Kecil Menengah ... Achmad Rizki Sridadi, dkk

\




1
l

emb
Irre
Tevd
erset
rrev
enyel

dalaj

. SK{

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

nengaksep, menegosiasikan dokumen-dokumen yang sesuai dengan
. |

ersyaratan dan kondisi L/C yang‘ telah d_ilakuk:.m scbelum  diterimanyal

pritahuan pembatalan L/C

bocable L/C|

cable L/C adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan sccara sepihak tanpa
ujuan dari advising bank, confirming bank. Maupun Beneficiary)
pcable bank  merupakan jaminan yang pasti dari issuing bank atas
rahan dokumen-dokumen yang scsuai dengan terms dan conditions)

I L.C bersngkutan

A (Surat keterangan Asal) Certificate of QOrigin|

SKA merupakan suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam

°1j
2ga

jian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu

tertentu wajib disertakan pada waktu barang ckspor Indonesia akan

emapuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut ,

ras

laten
ema
rsen
Ttas,

rif, d

dong

dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.
Setiap kesepakatan Internasional tentang SKA baik multilateral, regional,|

al maupun Unilateral masing-masing merupakan mekanisine untuk dapat

pfaatkan preferensi, dan setiap system prefereusi mempunyai skema

diri yang mengatur hal-hal sebagai berikut : Formulir SKA ( Ukuran
jenis kertas, warna kertas dan isi formulir ), cakupan produk, tingkat
an mekanisme pengamanan dan ketentuan asal barang .

Status dokumen SKA adalah sebz‘lgai dokumen penyerta barang ekspor

bsia yang akan memasuki wilayah negara tertentu dan fungsinyal

\ l
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nembuktikan bahwa barang terscbut berasal dihasilkan dan atau diolah

&

lilndpnesia,. Yaitu barang yang dihasilkan dan diolah di Indoncsial

|SKA dapat dibedakan atas 2 yaitu SKA preferensi dan SKA non preferensi.

KA preferensi bertujuan untuk pembebasan/pengurangan bea masuk , adapun|

enis

)an

preferensi bea masuk ada tiga yaitu 1) General Systemn of preferences yaitu

n negara maju untuk meningkatkan ekspor hegara-negara berkembang 2};

7lobql System of Trade Preferences ,yaitu preferensi yang discpakati oleh negara

ierkembang dan terakhir Common Qﬁ'ectivé preferential tariff for asean freej

rade| Area yang merupakan preferensi yang disepakati oleh negara-negara

nggqta ASEAN. Secara keseluruhan terdapat 10 jenis SKA preferensi|

ergautung negara tujuannya yaitu Generalized Syetem of preferences of Origin

orm
rigi

)

Io tto
erty
ert

*hing

‘A, Asean Commom Effective Preferential Tariff Scheme Certificate of|
h Form D, Certificate in Regard to Traditional handicrafts Batik I'abrics of |
& Certfiocate in regard to certain handicrafts products, Industrila Craft

fication (ICC), Global System of trade Preference Certificate of Origin,

cate of Handiéraﬁ goods, Certificate of Authenticity Tobacco dan Asean

| Free Trade Aréa Preferential Tariff Certificate of Origin Form I .

|Barang-barang yang diekspor ke Amerika Serikat, Kanada dan Jepang

.pabqla nilainyé masing-masing kurang dari US $ 250, Can $ 500°dan Y 200

Tolok

kspq

:XpO

idak memerlukan SKA Form A
SKA non preferensi merupakan dokumen pengawasan/ penyerta barang|
r. SKA non preferensi ini ada 13 jenis yaitu 1) ICO Certificate of Origin,2)

't Certificate ,3) Fisheries Certificate of Origin 4) Certificate Qf Origin for

mpoyt of Agricultural product into the European Economic (.‘onnnunil}{, s
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| Commercial Invoice, 6) Certliﬁcate of Origin Forkm K , 7) Export Licence (
Textile Productcts,83 Certiﬁclate of Origin Form N,9) Certificate in regard to|
| hgnd — Looms textile Handicraft and Traditional Textilz Product of the (\,'ottage
Industry.10) Certificate in regard to hand - Looms textile Fandicraft and)|
| Tyaditional Indonesians Handicraftt Batik and traditional Textile Product of the
Cottage Industry.11) Certficate of Origin ( Textile Productts),12) Republic of |
\Iq donesia Departement of Industry and trade Certificate of Origin form B 13)
Certificate Depais De Origen|
|Adapun manfaat SKA selain untuk mendapatkan prefcrensi bea msuk SKA
berfungsi sébagai tiket masuk komoditi Indonesia ke beberapa ncgara, pelacakan|
|tuduban dumping, untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap
p?mbayaran ekspor yang menggunakan L/C Adapun Pejabat yang bcrwcnagg\
| menerbitkan SKA adalah menferi perdagangan atau pcjabat-pejabat yang
i ditunjuk olehnya sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk
in‘#enerbitkan SKA barang ekspor Indonesia yang wilayah kerjanya mencakup
i tgmpat pemberangkatan/pengiriman barang terdekat .
' Untuk barang yang wajib memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor
| Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerbitan SKA adalah
i1, \P.hotocopy dokumen pemberitahuan ekspor barang ( PEB )dari
{kantor Bea Cukai di pelabuhan Muat
2, Bill of lading ( B/L) atau Air WayBill ( AWB) atau bukti lain jika
|pelaksanaan ekspornya menggunakan atigkulan laut dan udara.
-Ad?pun untuk ekspor barang yang tidak wajibh memenuhi ketentuan

umum dibidang ekspor sebagaimana diatur dalam pasal 1 keputusan)
1

|1
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Vienperindag No 225/Kp/X/1995 Jo. persyaratan yang harus dipenuhi dalam

yenerpitan SKA adalah kwitansi pembelian barang dan Photocopy KTP bag|il
\

duk Indonesia atau Photocopy paspor bagi penduduk asing/wisatawan

lengan instansi penerbit yang wilayah kerjanya mencakup  tempat|

yemberangkatan barang /pengiriman barang yang terdekat .

3.Pemberitahuan ekspor barang PEB ..

Jokumnen ini dikeluarkan dari kantor bea cukai di pelabuhan muat  Bank Devisa

vajib

larus

meneliti formulir PEB yang didaftarkan antara lain: angka-angka PEB|

jelas, tanda tangan pejabat , jenis uraian barang dalam PEB harus sama

lengap yang terdapat dalam surat pernyataan mutu .|

\.Transport Document

‘Transport Document diterbitkan scbagai bukti bahwa barang yang telah

limudt dan diangkut tiba dengan selamat di tempat tujuan ( baik pelabuhan laut

naupyn udara) sesuai yang dinyatakan dalam L/C.

idara

\Sarapa pengangkutan komoditas ekspor tersebut dapat melalui laut atau

, jika melalui laut , maka transport Document yang discrtakan adalah

lalam| bentuk : Bill of Lading, Good Receipt , Mate Receipt dan jika melalui

Jdara

transport Document yang disertakan dalam bentuk Air Waybill.
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Jrflading

Bill Tf lading adalah dokumen yang ditanda tangai oleh kapten kapal,

pemilik kapal, atau agennya yang menjelaskan tentang barang yang dimuat|

dikaleal dan syarat- syarat pengangkutanya. Bill of lading merupakan document

of Title to the goods yaitu bukti kepemilikan atas barang. Oleh karenanya pihak|

yang|berhak atas bzirang dapat mengalibkan hak atas barang yang discbut dalain

bill a( lading dengan cara endorsemen|

\Bill of lading juga merupakan tanda terima yaug berlaku sebagai bukti

adarlya suatu kontrak , dan scbagai document yang memberi hak atas barang, Bill)

of |

ing mempunyai kekuatan hukum .

Bebgrapa hal yang terdapat dalam bill of lading antara luin ;|

?l

. Uraian umum tetang barang harus koasisten dengan yang disebut dalam

'L/C

‘2. menunjukkan merk dan jumlah barang yang dikirimkan.

Nama kapal pengangkut, yaitu pihak perusahaan perkapalan yang
:mengangkut barang ke tempat tujuau,

Menegaskan bahwa barang telah dimuat didalam kapal.

Nama pelabuhan muat dan pelabuhaun bongkar

Nama Shipper, nama notify party ( pihak yang harus diberitahu oleh
‘perusahaan pelayaran mengenai kedatangan barang ditempat tujuan )

Biaya pengangkutan telah dibayar atau dibayar ditempat tujuan/bongkar

. Nomor dan tanggal penerbitan bdill of lading

Bill of lading ini dapat diterbitkan atas pembawa, atas nama dan atas

nama atau kuasa. Bill of lading atas pembawa, dimaksudkan siapa saja yan%\
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nemb?wa bill of lading berhak atas barang yang dischut dalam bill of lading.

Jarang dapat diterima’ dengan hanya menyerabkan bill of lading kepadal

)erusahaan pelayaran yang bersangkutan atau gudang penimbunan barang

lipelabuban. Bill of lading atas nama dimaksudkan barang hanya dapat diterimal

leh qrang atau perusahaan yang namanya disebut dalam Bill of lading

ersaebut. Adapun Bill of lading ats nama atau kuasa adalah pengaliban hak|

\anya

dapat dilakukan melalui endorsemen . Bila endorsemen dilakukan secara

lankq (endorse in blanc) maka konosemen atas order ini menjadi konosemenij

tas pgmbawa

sood

"anda

Receipt dan Mate’s Receipt|
iGood receipt adalah tanda terima bukti barang dari pengirim ( Shipper ).

terima itu diterbitkan dan ditandatangani oleh perusahaan pengangkutan

ielayaran atau agennya. Good receipt ini merupakan dokumen yang tidak dapat

liperdagangkan. Penggunaan Good Receipt harus diikuli dengan pembuktian

ang kuat dalam L/C, Sales Contract, Invoice. Good Receipt digunakan karena

iayanya lebih murah daripada konosemen

IMate’s Receipt adalah keterangan yang diterbitkan oleh perusahaan

elayatan yang"ditandatangani oleh perusahaan pelayaran yang ditanda tangani

leh kapten kapal, yang menerangkan bahwa barang tclah dimuat dikapal.

date’s| receipt diserahkan kepada pengirim barang. Uraian barang disini

nencakup tentang berat dan jenis barang, merk, nama pengirim dan ada kalanya

eneri

na barang,
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B (Air Wa‘y Bill )

| Air

Wayblll diterbitkan oleh ek3pcd1tu1 Muatan kapal udara yang melakukan

pengangkutan barang melalui udam Air Waybill ini diterbitkan dalam rangkap 3|

|yaitp untuk Shipper, Consignee dan I[ssuing Carrier. Air Waybill bukan

mer;

| bukd

ipakan surat order sehingga dapat dilakukan endorsemen, dan merupakan|

g’ bahwa pelaksanaan ekspornya menggunakan udara

5 Cqmmercial Invoices|

dise
| imp
info
harg

 Ban]

eksp

{Commercial Invoice berisi deskripsi lengkap dari barang yang telah
pakati dalam sales contract. Commercial Invoices dibuat atas namal
prter, kecuali jika ditetapkan lain. Disamping itu invoice juga memuat
'masi antara lain : tanggal invoice, nama dan alamat buyer maupun seller,|
a satuan, total harga dan kondisi ( FOB, D&F) Jumlah dan uraian barang .
< dapat menolak Invoice apabila tidak sesuai dengan L/C yang dibuka

Khusus untuk ekspor produk tekstil termasuk pakaian jadi dari tekstil .

or tekstil dilaksanakan oleh eksportir tekstil dan produk tekstil yang diakui

ole

menteri perdagangan. Khusus untuk ekspor tekstil dan produknya dikenai

kuofa pada negara-negara tertentu, misalnya USA dan Eropa. Di negara pemakai

kuota ekspor tersebut harus selalu dipantau batas jumlah ckspof'nuya.. Pada

dasgrnya eksportir yang terdaftar tersebut wajib melakukan sendiri kuota uyang

tela

1,

dialokasikan kepadanya. Sehingga berlaku ketentuan :
Pengalihan kuota dari satu eksportir ke cksportir lain,, akan
mengakibatkan kuota pihak yang mengalibkan kuota terscbut akan

dikurangi pada periode berikutnyai
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. Eksportir yang mengambil alih kuota dan melakukan ekspor akan diberi

tamhahan pada kuota berikutnya|

Jika sampai pada akhir periode kuota ekspor tidak dapat dipenuhi kuota
ekspornya, maka pada periode berikutnya cksportir terscbut akan|
|dikurangi jumlah kuotanya.

Eksportir diwajibkan untuk menyampaikan liporan rcalisasi bulanan|

lekspor tekstilnya

UntuL menjaga mﬁtu barang yang akan dickspor dan meningkatkan standart

mutunya . Departemen Perdagangan menctapkan standart perdagangan ( SP )|

baran

siap ¢
ditun,
mutu

Depat
5.6 Ke
tergal]
sebess
tidak

SIUP,

terseb

g ekspor yang dinyatakan dalam sertifikat mutu

Sertifikat pernyataan mutu diperoleh dari uji sampel barang yang telah|
kspor di laboratorium penguji mutu melalui badan pengambil contoh yang
uk oleh Dirjen ‘Perdagangan lLuar Negeri. Barang-barang yang telah diuji
pya ini akan memperolch sertifikat pengesahan  dari  pejabat  di

rtemen Perdagangan tempat uji barang. terscbut .

pemilikan Peraturan Perijinan Pada Sentra Industri Kecil Pakaian Jadi
{Berdasar hasil wawancara dengan ketua dan wakil dari unit usaha yang
ung da]a.m. sentra industri pakaian jadi di Kotamadya Surabaya yaitu
Ir 34 responden yang mana mewakili 167 unit usaha , diketahui bahwa
hda pengusaha yang memiliki ijin perusabaan scpcrt'i TDI, IUI, HO, TDP
dan Paten. Juga persyaratan untuk melakukan eksp(;r

Terdapat 9 orang ( 26,5 % ) yang mengetahui Adanya peraturan perijinan

ﬁlt tersebut diantara 9 orang tersebut hanya 2 orang yang mengetahuil
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seratyran perijinan yang dibutuhkan dengan lengkap . Mereka tidak mengurus

serfjinan karena tidak tahu cara mengurusnya dan tidak tahu manfaat langsung|

yang diperoleh dari adanya kelengkapan ijin terschut serta peagurusannya yang

nenul

nenuj

-ut mereka mahal daan rumiti
iBesarnya responden (73,5 % ) yang tidak tahu peraturan perijinan

njukkan kurangnya sosialisasi Disperindag pada sentra-sentra industri .|

Leti

hal ini dikonfirmasi ke Disperindag ternyata memang kurang sosialisasi

likarenakan ada kebijaksanaan disperindag yaung tidak mewajibkan sentra-sentra)

ndustri untuk memiliki perijinan tersebut hal ini dikarenakan nilai investasi

nere

\dalal;

a yang relatif kecil.|
‘Mempertimbangkan era global scperti ini, persaingan semakin tinggi

| penting bagi unit-unit usaha vang tergabung dalum sentra untuk|

nengurus petijinan, karena akan menghambat langkah atau pertumbuhan

yerusgbhaan itu sendiri , karcna dengan persaingan tinggi hanya perusahaan-

Jerusdg

»agus

idak
entan

vakaid

thaan yang berreputasi bagus saja yang akan mampu bersaing, reputasi
salah satunya adalah dilihat dari sisi legalitasnya |

Sehingga meskipun perusahaan yang tergabung dalam sentra industri
wajib mengurus serangkaian perijinan, tapi tetap dibulubhkan sosialisasi
g perijin;ln tersebut ke sentra-sentra industri khususnya sentra industri
n jadi

Mengenai keluhan mabal dan rumituya , biaya pengurusan perijinan hal

ni dimungkinkan karena banyaknya instansi yang terlibat dalam pengurusan

erijin

laeral

an seperfi : Kehakiman, Disperindag dan  Lingkungan Hidup, Kepala

| sehingga kurang efisien , maka perlu dipertimbangkan adanya system|
[
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irusan perijinan pada satu atap / satu instansi sedemikian rupa sehingga

idahkan perusahaan dalam pengurusan perijinan dan dapat menckan biayal|

pengTrusannya.

5.7 Permasalahan Utama yang dihadapi Sentra Industri pakaian Jadi

iPermasalahan utama yang dihadapi sentra industri pakaian jadi di

Kotamadya Surabaya adalah masalah pemasaran 30 orang ( 88,23 % ) ,

Permadalan 35,29 % (12 responden ).

Mereka menginginkan ada suatu kebijakan pemasaran khusus yang

diperuntukkan mereka , dalam arti dibentuk saluran distribusi oleh pemerintah . -

( Pemerintah dibarap berperan sebagai distributor yang mengatur pemasaran

produk mereka ) dengan arti lain melakukan proteksi atas produk mereka , yang‘l

tentunya hal ini sulit dipenuhi dengan peraturan pasar global yang sudah

ditandatangai pemerintah yang menjamin fair trade di wilayabnya masing-|

elihat masalah utama yang dihadapi sentra industri pakaian jadi adalah

perlu djbuat aliansi sentra industri dengan beberapa perusahaan besar yang tidak|

1anya

Herperan dalam permodalan dan teknologi saja tapi juga berperan dalam

semasafan produk|
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‘ IBAB 6
ISIMPULAN DAN SARAN

6.1. SIMPULAN

10

[hdustri kecil di Surabaya baik yang berdiri sendiri ataupun yang tergabung

dalam keloinpok / sentra industri . menyerap banyak tenaga kerja , tetapi tidak

memberikan kontribusi di bidang export dengan arti lain industri kecil di

Kotamadya Surabaya sama sekali tidak memasarkan produknya ke pasar luar

Nege:+i .

2.

Untuk Industri p;akaian jadi ada 6 peraturan perijinan yang ada yaitu , TDI

( Tanda daftar Industri ), TDP ( tanda daftar Perusahaan ) , IUI ( 1Ijiu Usaha

Industyri ) , HO (Ijin Gangg‘uan )}dan Merk dan Paten. Adapun untuk melakukan)|

l

ek§por dibutuhkan dokumen SKA, AWB dan PEB Sertifikat Mutu , L/C . Ada

banyali instansi yang terlibat dalam mengurus perijinan tersebut

3

P4da sentra industri pakaian jadi di kotamadya Surabaya yang terdiri dari,

167 pelrusahaan dengan 596 tenaga kerja yang terlibat , dengan proporttional

sampling diambil 34 perusahaan ternyata hanya 26,5 % yang .mengetahui

keberadaan /adanya peraturan perijinan , dan @oraug ( 11 % ) yang tahu persis

tentang|peraturan perijinan terscbut:

£

LAPORAN PENELITIAN Perusahaan Kecil Menengah ... Achmad Rizki Sridadi, dkk




|4

per]

| me

6.2.

| 1.

3

ada

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Alasan pengusaha yang tergabung dalam sentra industri tidak mengurus

l

jinan adalah tidak melihat manfaatnya, harganya mahal, dan proses|
gurusnya rumit
SARAN]|

Perlu sosialisasi peraturan perijinan ke sentra-senira agar unit usaha yang

di sentra - sentra mempunyai legalitas yang tinggi, diharapkan dengan|

|adanlya legalitas akan meningkatkan daya saing mereka menghadapi pasar

glob:+l, Saat sosialisasi perlu ditekankan pada alasan-alasan perusahaan tersebut|

| tidakl mengurus yaitu manfaat yang diperoleh jika memiliki perijinan, kerugian

jika tidak memiliki perijinan serta prosedur mengurusnyal

i2. Perlu dipermudah kepengurusanya misaluya dibuat pengurusan perijinan

| pada |satu atap/ satu instansi saja dengan alasan efisiensi dan mempermudah

i koordliuasi

| 60

LAPORAN PENELITIAN Perusahaan Kecil Menengah ... Achmad Rizki Sridadi, dkk




| 11

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

|DAFTAR PUSTAKA
Surat Keterangan Asal, Deperindag Dirjen Perdagangan|
|Luar Negeri fasilitas ekspor dan impor

. BPS, Survey Usaha terintegrasi 2002
Jakarta,2003|

Anonim , 2004,

» Profil Usaba kecil dan menengah ,

 Faisal Sanapiah,1999,
\persada, Jakarta.

M Nazir,1988, Metode Penelitian,Ghalia Indonesia Jakarta,
Prisma no 9 /tahun 1994,IP 3 FS Jakarta, |

Sant?sa Rudy,1994, Pembiayaan transaksi Luar Nef;cri, Andi Offset
Yogyakarta,|

Susanti Ida et al, 2003, Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Fak
\Hukum Parahyangan Bandung

UU no 9 / tahun 1996 tentang usaha kecil.)

Format-format penelitian social, Raja Grafindo

-1 UU no 36 /tahun 1995 tentang tanda daftar usaha perdagangan

UU no 22/ tahun 1999 tentang belaksanaan otonomi daerah|
Usahawan,no XXVII Juli tahun 1998

i()l

LAPORAN PENELITIAN Perusahaan Kecil Menengah ... Achmad Rizki Sridadi, dkk




	1. halaman judul

	2. daftar isi

	3. BAB I

	4.
BABII
	5. BAB III

	6. BAB IV

	7. BAB V

	8.
BAB6
	9. DAFTAR PUSTAKA




